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ABSTRACT

POLICY FORMING OF INWROUGHT OFFICE SERVICE PERMISSION
IN ORDER TO IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE LICENSING
IN EAST ACEH SINGKIL REGENCY

Universitas Terbuka
E-mail:ut-bandaceh@ut.ac id

Key words: Service Excellence

This Research is focussed on policy of one stop service in order to improve
the quality of licensing service in Kabupaten Aceh Singkil Regency. The research
oriented of knowing why the quality of licensy service is low and what effort done
in order to increase the quality such service quality of licensing service mount. This
research study gone through strategy in order to improving the quality of licensing
service in East Kotawaringin Regency and effort which is utilize to improve public
service in licensing area.

Method which used in this research is method gualitative, information and data
obtained from informan, supported with appropriate document of research field
and setting. Research instrument is researcher alone, with data collecting
technique consist of observation, visual/audio’and interview. Obtained data is
later;then tested by its authenticity with technique triangulat is here in after
conducted by solution and interpretaiion.

Result of research indicate'that public service in licensing area in Kabupaten
Aceh Singkil Regency still not yet fulfilled society expectation, Jor example caused
by government officer bekaviour and attitude less responsive in giving service to
society. Tendency show~the understanding of stiff and orient duty with goals
demand through formul'réport to superior, so that consideration to importance of
society become untaredly. Institute factor, mechanism work UPT not yet maximal
because signing. authority released by permit non authority lead UPT but authority
of Major is delegated to head.

Diringkas datj Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Kantor Pelayanan
. Perzjinan”’ Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas

Pelayanan di Kabupaten Aceh Singkil ”, dengan Komisi Pembimbing Prof. Dr.
Syafie Ibrahim M.Si dan Surachman Dimyati, Ph.D.
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ABSTRAK
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KANTOR PELAYAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DALAM RANGKA MENINGKATAKAN
KUALITAS PELAYANAN DIKABUPATEN ACEH SINGKIL

Universitas Terbuka
E-mail:ut-bandaceh@ut.ac id

Kata kunci: Pelayanan Prima

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Aceh Singkil,
dengan maksud mengetahui mengapa kualitas pelayanan publik di bidang perizinan
rendah dan apa upaya yang dilakukan agar kualitas pelayanan perizinan meningkat.
Penelitian ini mengkaji strategi yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan di Kabupaten Aceh Singkil dan upaya yang dilakukan guna
meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah )metode kualitatif, data
dan informasi diperoleh dari informan, didukung demgan”dokumen yang sesuai
setting dan field penelitian. Instrumen penelitiad adalah peneliti sendiri, dengan
teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan audio visual. Data
yang diperoleh, kemudian diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi selanjutnya
dilakukan penafsiran dan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan baliwa pelayanan publik di bidang perizinan di
Kabupaten Aceh Singkil masih belum~memenuhi harapan masyarakat, antara lain
disebabkan sikap dan tingkah”laku aparat kurang responsif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat:\Kecénderungan memperlihatkan pemahaman yang
kaku dan berorientasi tugas-dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal
kepada atasan, sehingga perimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi
terabaikan. Faktor kélembagaan, mekanisme kerja pada UPT belum maksimal karena
kewenangan penandatasiganan suatu surat izin yang dikeluarkan bukan kewenangan
kepala UPT tetapi-kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada kepala dinas atau
instansi.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA.
A.Tinjauan Teoritis
A.1.Penelitian Terdahulu Yang Relevan.
1.1.Implementasi Kebijakan (Pelaksanaan Kebijakan)

Dari beberapa proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi
kebijakan itu sendiri mengandung beberapa makna, sebdagaimana yang
dirumuskan dalam kamus Webster dalam Wahab, 2001) bahwa : “To
Implement berarti to provide the means for carying but”; yang menekankan
bahwa implementasi itu menimbulkan\dampak terhadap sesuatu. Kalau
pemandangan ini diikuti, maka/implementasi kebijakan dapat dipandang
sebagai suatu proses untulk/ melaksanakan keputusan kebijaksanaan
(biasanya dalam bentuk. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan, periptah£Ksekutif, atau Dekrit Presiden). Mazmanian dan Sabatier
dalam Hamdi\(1999) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi
tersebiitsebagai berikut :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Meter dan Horn dalam Wahab, (2001) secara konsepsial memberi

rumusan atau batasan tentang implementasi kebijakan sebagai berikut :
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“those action by publics ar private individuals (or groups) that
are directed at the achievement of obyectives set forth in prior policy
decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individw/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan).

Pandangan itu memberi pemahaman bahwa implementasi kebijakan
merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana
tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, dengan demikian yang diperlukan
dalam implementasi kebijakan adalah suatu tindakan seperti tindakan yang
sah atau implementasi suatu rencana peruntukan.

Pandangan pakar ini juga memberi pemaharan bahwa proses
implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan atau perilaku
institusi yang bertanggung jawab® untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran. Sebagaimana dikonsepsikan
sebelumnya, bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan juga
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi
(PEST) yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku
semua ‘pihak yang terlibat. Akhirmya proses tersebut dapat menimbulkan
dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Wahab (2001), mengutip dari Mazmanian dan Sabatier yang
merumuskan proses implementasi kebijakan publik dengan lebih rinci,
sebagai berikut :

“Implementation is the carrying out of a basic policy decision,
usualy incorporate in a statue but which can also take form of

important executive orders or court decisions. Ideally, that decision
identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s)
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to be persued and in a variety of ways, ‘atructures’ the
implementation process. The process normally runs through a
number of stages beginning with passage of the basic statute,
followed by the policy outputs (decisions) of the implementing
agencies, the compliance of target groups with those decisions, the
actual impacts — both intended and unintended — of those outpuls, the
perceived impacts of agency decisions, and, finally, important
revisions (or attemted revisions) in the basic statute” (Implementasi
adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan cksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara
tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk
menstrukturkan/mengatur  proses implementasinya: ~Proses ini
berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan -terientu, biasanya
diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian
output kebijakan dalam bentuk pelaksariaan keputusan oleh badan
(instansi) dan oleh kelompok-kelompok “sasaran, dampak nyata —
baik yang dikehendaki atau tidaks —dafi output tersebut, dampak
keputusan sebagai dipersepsikan ‘oleb badan-badan yan mengambil
keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya
untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan) terhadap  undang-
undang/peraturan yang bersangkutan).

Dengan demikian \ pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan
penjabaran lebih lanjut tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat
atau instansi,peldksana (Hamdi, 1999). Suatu program kebijaksanaan publik
meliputi_penyusunan acara tertentu dan tindakan yang harus dijalankan,
misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati atau diikuti dalam
implementasinya, patokan yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan
atau proyek yang konkret yang akan dan hendak dilaksanakan dalam suatu
jangka waktu tertentu, bahwa program tersebut telah menjadi bagian dari

kebijaksanaan publik yang akan diimplementasikan.
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Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada
lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang
pemerintahan yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan
kebijaksanaan masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud
peraturan perundang-undangann lainnya. Dalam implementasi kebijakan
publik biasanya akan terkait dengan aktor pelaksana dalam berbagai
kedudukan dan peran. Para pelaksana kebijakan adalah para aktor yang satu
dengan yang lainnya yang dibebankan dengan penggunaan sarana.
Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan
pembagian tugas masing-masing. Implementasikebijakan publik sangat
penting untuk memberikan perhatian ‘yang khusus kepada peran dari
kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bertindak sebagai
wakil pelaksanaan atau’ sebagai objek kebijaksanaan. PDalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kebijakan
publik, maka parageiaksana kebijasanaan sebenarmnya dihadapkan pada dua
masalah yaitu yang berkaitan dengan lingkungan dan administrasi program.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, yaitu seperti daya tanggap (resposiveness). Jadi
idealnya, lembaga-lembaga publik harus selalu tanggap terhadap
perkembangan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan atau
yang akan menerima manfaat program. Daya tanggap tersebut dapat berarti
bahwa tujuan kebijaksanaan publik tidak terdapai karena adanya campur

tangan individu atau kelompok yang sama.
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Selanjutnya Meter dan Hormn dalam Sulaeman (1975) juga
mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan sebagai
berikut :

Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran
tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja
kebijakan pada dasarmnya merupakan penilaian atas tingkat
ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pendapat dari Rue dan Byars yang diikuti oleh Keban (1995)
mengemukakan bahwa secara lebih sederhana lagi, kinerja_(performance)
merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degree of accomplishment.

Disamping itu perlu untuk mengetahui ada beberapa indikator dari
kinerja yang digunakan untuk menilai suatu dérajat pencapaian standar serta
apa yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan, yang menjelaskan bahwa
kegiatan itu melangkah dari tingkat kebijakan yang masih berupa suatu
dokumen berbentuk peratiran menuju penentuan standar spesifik dan
konkrit dalam mepilai Kinerja program. Dengan adanya standar dan sasaran
tersebut, maka” dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar
keberhasilan dari setiap program yang telah dicanangkan.

Berdasarkan pada kedua pandangan itu, maka dapatlah disimpulkan
bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya
menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok
sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi,

sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari
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semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak,
baik yang diharapkan (intendend) maupun yang tidak diharapkan
(spillover/negative effects). Dalam implementasi kebijakan, Sunggono
(1994) mengemukakan bahwa :

Sangat penting untuk memberikan perhatian yang lebih khusus
kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups)
yang bertindak sebagai wakil dari pelaksanaan atau obyek
kebijaksanaan. Kelompok-kelompok ini sering memainkan peranan
yang sangat penting bukan saja pada waktu implementasinya.
Pandangan-pandangan mereka terhadap suatu kebijaksanaan publik
yang akan diimplementasikan, atau komunikasi mercka dengan masa
pendukungnya tentang suatu kebijaksanaan publik; mempunyai arti
yang penting lagi cara partisipasi para, pelaksana dan obyek
kebijaksanaan (warga masyarakat) { di- “dalam implementasi
kebijaksanaan.

Dengan demikian dalam rangka(pencapaian tujuan dalam suatu
kebijaksanaan publik, para pelakSana kebijaksanaan dihadapkan pada dua
permasalahan, yaitu yang berkait dengan “lingkungan interaksi program dan
administrasi program?.

Untuk itu para-pélaksana pertama-tama harus memusatkan perhatian
pada problematik bagaimana mencapai konsistensi tujuan kebijaksanaan
yangtelah ditetapkan misalnya mereka harus berusaha untuk mendapatkan
dukufigan dari para elit politik, atau dari pihak-pthak yang diharapkan
menerima manfaat dari program tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya para
pelaksana tersebut harus mampu mengubah sikap menentang dari pihak-
pihak yang merasa dirugikan oleh adanya suatu program, menjadi sikap

yang menerima terhadapnya, serta mereka harus tetap waspada terhadap

pihak-pihak yang merasa diabaikan oleh program tersebut akan tetapi tetap
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bersikeras untuk turut memperoleh manfaatnya, khususnya terhadap usaha
yang mungkin mereka lakukan untuk menghambatnya.

Implementasi kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut
mengenai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau
instansi pelaksana. Secara umum, terdapat beberapa keadaan yang perlu
dipertimbangkan  dalam mengupayakan keberhasilan implementast
kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Pressman, Wildavsky, Sabatier
dan Mazmanian dalam Hamdi, (1999) sebagai berikut :

1. Implementasi perlu didasarkan pada suatu teori yang tepat dalam
menghubungkan perubahan dalam petilaku target dengan
pencapaian tujuan kebijakan.

2. adanya kejelasan arah dan struktural kebijakan.

Adanya keterampilan teknis ‘dan manejerial yang memadai di

unit-unit kerja yang melaksanakan kebijakan.

4. Adanya dukungan-dukdngan yang tepat dari partisipasi terkait.

5. Hubungan dan konflik antara berbagai partisipan jangan sampai
mengurangi dar’ meniadakan pentingnya arti kebijakan yang
dilaksanakan:

w

Sedangkan~menurut Cheema dan Rondinelli faktor-faktor yang
dianggap mémpengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan
dikelompokan “dalam lima bagian yaitu: kondisi lingkungan dimana
kebijakan itu akan dilaksanakan (environmental condition), hubungan dalam
organisasi  (inter-organizational relationship), kemampuan dalam
pelaksanaan (resources for program implementation), karakteristik lembaga
pelaksana (characteristic ~of implementing agency), dan pengaruh

pelaksanaan (performance and impact).
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Beberapa pengertian itu menunjukan bahwa dalam implementasi
suatu kebijakan publik harus memperhatikan faktor-faktor dari dalam
(intern) organisasi pemerintah dan faktor dari luar (ekstern) masyarakat yang
akan menanggung dampak kebijakan tersebut.

Untuk dapat memahami faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan
bahwa faktor intern organisasi dapat meninjau model yang dikembangkan
oleh Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2001) yang lebih dikenal dengan
“the top down approach” yang mengatakan bahwa untuk ddpat melakukan
implementasi kebijakan publik dengan sempurna (perfect’ implementation)
diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihaddpisoleh badan/instansi pelaksana
tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.

2. Untuk pelaksanaan prOgram tersedia waktu dan sumber-sumber

yang cukup memadai.

Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;

4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubunganKausalitas yang andal;

-5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata

rantai pénghabungnya.

Hithungan saling ketergantungan harus kecil;

Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

0. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut

dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

w

0 o, o

Disamping memperhatikan faktor intern dan ekstern organisasi maka ada
beberapa model yang sempat dikembangkan oleh Rippley dan Franklin
dalam Sulaeman (1998) yang antara lain menyatakan bahwa keberhasilan
dari implementasi kebijakan atau suatu program itu adalah ditunjukan dari

tiga faktor seperti :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41589.pdf

1. Perseptif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi
dari kepatuhan strect level bereaucrats terhadap atasan mereka.

2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan
tiadanya persoalan.

3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang
memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat
yang diharapkan.

Dengan demikian apabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-
faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dengan
memperhatikan prosedur yang ada, maka diharapkan akan menghasilkan
kebijakan yang efektif, bahwa kebijakan yang efektif itu mienurut Islamy
(2000) adalah :

Suatu kebijakan akan menjadi_efekiif bila dilaksanakan dan
mempunyai dampak positif bagi “anggota-anggota masyarakat.
Dengan kata lain, tindakan atau'perbuatan manusia yang menjadi
anggota masyarakat itu bersesuaian déngan apa yang diinginkan oleh
pemerintah atau negara,/ Dengan demikian kalau mereka tidak
bertindak/berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu
maka kebijaksanaanmegara menjadi tidak efektif.

Model lain yang\bisa dikembangkan untuk menganalisis atau
mengkaji keberhasilar dari implementasi kebijakan dapat juga dilihat model
yang di kemukakan oleh, Meter dan Horn (1975), dan Goggin (1990)
sebagai-berikut :

1. Model Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn
(1975).

Teori Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa terjadinya
perbedaan dalam proses implementasi kebijakan.dipengaruhi oleh ‘sifat
kebijakan’ yang akan dilaksanakan. Pendekatan yang ditawarkan adalah

dengan mencoba menghubungkan antara kebijakan dengan implementasi
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dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi
kerja. Selanjutnya beberapa konsep penting dalam teori ini adalah :
perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak dalam prosedur implementasi.
Artinya implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi
tersebut, sehingga keberhasilan implementasi kebijakan apabila perubahan
yang dikehendaki relatif sedikit, sedang kesepakatan tentang tujuan relitif
tinggi. Atas kajian konsep-konsep tersebut kaitannya dengan hambatan-
hambatan yang terjadi dalam implementasi, maka (kajian - selanjutnya
membuat tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan dan
jangkauan kesepakatan terhadap tujuan.

Alur yang menghubungkan antara’ kebijakan dengan prestasi kerja
dipisahkan oleh jumlah variabel bebas. Teori ini variabel-variabel bebasnya
adalah :

1) Ukuran dad tujuankebijakan;

2) Sumberkebijakan;

3)-.Ciri afdu sifat institusi pelaksana;

4)> Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan;

5) Sikap para pelaksana; dan

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik; hal ini dapat

digambarkan seperti berikut :
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Gambar : 1
Model Proses Implementasi Kebijakan

Komunikasi antar
Organisasi dan
/ kegiatan pelaksanaan
AN A
Ukuran dan tujuan
kebijaksanaan
Prestasi
Ciri Sikap Para 1:: 1ja1
Badan Pelaksanaan >| Pelaksana >
//
Sumber-sumber | __—

Kebijaksanaan

\ Lingkungan : Bkonomi,
Sosidl dan Politik

KebijakanSgbagai variabel yang menetapkan tujuan, begitupun
dalam implemngntasinya didukung dengan sumber-sumber yang tersedia.
Fokus ‘perhatian pada unit pelaksana, baik formal maupun informal.
Sementafa itu komunikasi diciptakan atau terkait antar organisasi dalam
pelaksanaan kegiatan. Hal ini tercipta dalam lingkungan sistem sosial politik
dengan kelompok sasaran. Kemudian sikap para pelaksana menjadi
perhatian dalam merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

2. Model Komunikasi Implementasi Kebijakan Publik oleh Malcolm L.

Goggin (1990)
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Goggin mengembangkan variasi keberhasilan proses kebijakan
publik sebagai komunikasi kebijakan. Model ini dirancang untuk menjawab
tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang sama kemudian diterapkan pada
lebih dari satu daerah, untuk memperoleh informasi tentang keberhasilannya.
Hipotesis yang dikembangkan oleh Goggin bahwa semakin besar kapasitas
dari daerah untuk merealisasi tujuan kebijakan, maka sebagai yang berhasil
dalam implementasi kebijakan publik. Kapasitas daerah dalam
melaksanakan preferensi pembangunan, diterapkan pada Kebijakan clean
government di USA dengan unit analisis negara bagian:

Beberapa konsep penting yang digtnakan” oleh Goggin sebagai
variabel dalam kinerja implementasi, yaitw: (1) Policy Goal (kebijakan); (2)
Delivery (wahana); dan (3) Qut_come (lingkungan sosial). Selanjutnya
komponen tersebut, dalam proses implementasi kebijakan merupakan proses
delivery yang disusuri setelali suatu kebijakan diadopsi; kemudian delivery
ini diharapkan, dapat hasil (out come). Untuk menghasilkan out come,
variabel yang ménentukan tinggi rendahnya kinerja organisasi adalah ketiga
fakiGr-tersebut sebagai variabel bebas. Ketiga kelompok variabel tersebut
pada’iftinya ingin mencoba menemukan bagaimana memodifikasi kebijakan
publik, sehingga out come-nya memenuhi syarat (tingkat kinerja yang
diinginkan dan kemanfaatan bagi publik). Model implementasi kebijakan
publik yang terurai tersebut di atas merupakan proses implementasi

kebijakan yang secara visual dapat dikemukakan sebagai berikut :
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Vatiabel-variabel kebijakan dari hasil adopsi untuk diimplementasikan yang

merupakan karakter-karakter bersangkut paut dengan hambatan dan

dorongan baik dari pusat maupun daerah. Hal ini dalam penerapannya

bergantung dari kapasitas organisasi (daerah) dimana

kebijakan

diimplementasikan. Kapasitas tersebut baik berupa sumber daya maupun

dana, selain kondisi lingkungan, politik, ekonomi, sosial budaya. Hasil
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proses tersebut selanjutnya menjadi umpan balik bagi keberhasilannya,
sebagai suatu hal yang harus dikomunikasikan.

Teori-teori tersebut, baik yang dikemukakan oleh Meter dan Horn
maupun oleh Goggin dalam kajian selanjutnya berpijak  dengan
mengakomodasi  data yang berkait dengan pelaksanaan atau
penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan.

Usaha studi implementasi kebijakan dilakukan dalam kerangka teori
itu adalah untuk dapat menjawab beberapa pertaftyagn pokok yang
merupakan suatu syarat keberhasilan bagi kebijakan “publik. Pertama,
bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik’ dalam mencapai tujuan
yang diinginkan? Kedua, faktor-faktor’apa saja yang mempengaruhi proses
implementasi kebijakan? Ketigas pertanyaan yang berkait dengan kelompok
variabel yang mempengaruhi\Keberhasilan suatu kebijakan, yaitu tentang
kebijakan itu sendiri/wahana’yang digunakan dan lingkungan sosial budaya
kebijakan itu diterapkan.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah proses. Berangkat
dari ‘afiggapan itu maka, tidak lagi berpendapat bahwa kebijakan publik
yang baik adalah hanya semata-mata dilihat dari materi yang ada dalam hasil
kebijakan publik itu. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang
mampu diimplementasikan dengan baik, dan sekaligus kebijakan publik itu
dalam proses implementasinya itu dapat mencapai hasil yang diinginkan.
Namun kebanyakan sering ada anggapan bahwa setelah kebijakan disahkan

oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat
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dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang
diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut Padahal sebenarnya menurut
apa yang dikemukakan Islamy (2000)

. sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya
sedikit kebijakan negara yang bersifat self-executing. Maksudnya dengan
dirumuskannya kebijakan tersebut sckaligus atau dengan sendirinya
kebijakan itu terimplementasikan. Hal yang paling banyak adalah yang
bersifat non self-executing, artinya kebijakan negara pérludiwujudkan dan
dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga miempunyai dampak yang
diharapkan.

Sehubungan dengan pernyataaii itd, Preéssman dan Wildavsky seperti
yang dikutip oleh Wahab (2001) juga mengingatkan bahwa proses untuk
melaksanakan kebijakan/ peflu” mendapat perhatian yang seksama.
Tampaknya keliru kalau ada yang beranggapan bahwa proses pelaksanaan
kebijakan dengan'sendirinya berlangsung tanpa hambatan.

Jadi rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-
apa, afau-hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang
tersimipan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan,
karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat
situasional, mengacu pada semangat kompetisi dan berwawasan
pemberdayaan (Wahab, 2001). Supaya implementasi kebijakan betul-betul
merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan tindakan

untuk mencapai dampak yang diinginkan.
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Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok
ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.
Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan
merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Namun
demikian, bukan berarti implementasi kebijakan terpisah dengan
formulasinya, melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung
pada tatanan kebijakan itu sendiri (macro policy dan micro policy). Artinya,
formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam pgratiran perundang-
undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi
kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan,.dan kebijakan operasional
serta kelompok sasaran dalam menCermati lingkungan. Selain itu
keberhasilan sebuah implementaSi_kebijakan publik juga sangat tergantung
pada kualitas dari substansi produk hukum atau undang-undang yang ada.
Bila kualitas dari undang-undang atau produk hukum yang ada rendah maka
tingkat kesuksesar proses implementasi kebijakan publiknya pun akan
rendah. Sebalikiiya, bila undang-undang yang ada substansinya berkualitas
tinggi;-maka kualitas proses impelementasi kebijakan publiknya pun akan
tinggt pula.

Selanjutnya, karena implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut
paut dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur birokrasi,
melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana

suatu kebijakan itu diperoleh kelompok sasaran.
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Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan
publik adalah bahwa, implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan
tindakan yang dilaksanakan oleh individu, dan kelompok pemerintah dan
swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi
prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan
bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung
antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Pada
bagian lain, Lineberry dalam Muchsin (2002), juga menyatakan bahwa:

proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-clemen
sebagai berikut : (1) pembentukan unit jorganisasi baru dan staf
pelaksana; (2) penjabaran tujuan ke dalanberbagai aturan pelaksana

(standard operating procedures/s SOP);” (3) koordinasi berbagai

sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas

di dalam dan diantara” dinas/dinas/badan pelaksana; (4)

pengalokasiaan sumber-suffiber untuk mencapai tujuan.

Empat elemen yang diungkapKan Lineberry tersebut adalah sekaligus
sebagai dasar untukfhemhahami kebijakan publik. Pertama, adalah yang
berkait dengan pémbentdkann unit organisasi dan staf pelaksana. Elemen ini
adalah bagian Vyang harus dilakukan paling awal dalam kegiatan
implémentasi kebijakan publik. Sebab tanpa adanya penentuan yang jelas
terlebih dahulu atas unit organisasi pelaksana dari implementasi kebijakan
publik ini maka proses implementasi kebijakan publik tidak akan dapat
dijalankan. Sebuah produk kebijakan baru dapat diterapkan dengan baik

ketika telah ada kepastian akan institusi atau organisasi yang ditunjuk untuk

melaksanakan kebijakan publik tersebut.
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Kedua, adalah terkait dengan penetapan prosedur operasi standar
(standard operating procedures/SOP). Konsep ini lebih dikenal dengan
istilah petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). SOP ini
adalah merupakan panduan bagi unit organisasi yang ada dalam melakukan
kegiatan implementasi kebijakan publik yang sedang dijalankan. Unit-unit
organisasi yang ditunjuk, dalam melakukan tugasnya tidak boleh berjalan
menyimpang dari SOP yang ada. Sebab bila unit organisasi itu menjalankan
aktivitasnya menyimpang dari SOP yang ada maka besar/kemungkinan
tujuan yang ingin dari sebuah produk kebijakan tidak akan iercapai.

Ketiga, adalah koordinasi berbagai sdiber dan pengeluaran serta
pembagian tugas antar lembaga yang ada»Flemen ini lebih menitikberatkan
pada proses teknis yang akan beriangsung di lapangan selama berjalannya
proses implementasi kebijakan pliblik. Dalam elemen ini dipandang bahwa
hal yang paling penting ‘dalam implementasi kebijakan publik adalah
bagaimana para-peldksana implementasi kebijakan publik itu menerapkan
strategi-strategi teértentu dalam melakukan pekerjaannya. Strategi-strategi itu
yang “paling” pokok adalah bagaimana kemampuan mereka melakukan
koordinasi antar mereka, dan bagaimana pula strategi mereka dalam
melakukan pembagian tugas antar mereka. Kemampuan ini akan
mencerminkan bagaimana kerapihan kerja dan performance dari organisasi
tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, adalah alokasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Maksudnya adalah dalam elemen ini yang dianggap paling penting dalam
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proses implementasi kebijakan publik adalah terletak pada bagaimana
sumber-sumber yang ada dapat dialokasikan dan didistribusikan dengan adil.
Umumnya yang sering terjadi ialah proses alokasi sumber-sumber itu yang
sering tidak adil. Sering kali terjadi bahwa dana bantuan yang diberikan oleh
pemerintah pada masyarakat miskin misalnya, yang nantinya sampai
ketangan masyarakat hanya tinggal sepuluh atau dua puluh persennya saja
dari total dana yang dianggarkan. Sisanya lebih banyak dikorupsi oleh para
implementing agent. Untuk itu pada elemen ini kontrol harus”dilaksanakan
dengan ketat karena pada fase ini seringkali terjadi pelanggaran terutama
yang dilakukan oleh implementing agent dengan “korupsi sumber-sumber
yang tersedia atas sebuah program pembadgunan yang merupakan produk
kebijakan publik dari pemerintah.

Lain lagi pendapat Anderson (1979) yang mengemukakan bahwa
implemetasi kebijakan”_dapat~ dilihat dari empat aspek, yaitu; “who is
involved in poligy iniplementation, the nature of the adminstrative process,
compliance-with policy, and the effect of implementation on policy content
impact”. ~(Dari mereka yang melakukan implementasi kebijakan, hakekat
dari “proses administrasi, kepatuhan pada kebijakan, dan aspek dari
implementasi kebijakan itu).

Keempat aspek ini, adalah suatu rangkaian yang tidak terputus,
bahwa kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan diadministrasikan
ketika dibuat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan

diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana
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(governmental units), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari tahap
birokrasi yang paling rendah.

Aspek lain yang penting dalam implemetasi kebijakan menurut
Anderson adalah kepatuhan, yaitu perilaku yang taat terhadap aturan, karena
kebijakan selalu berdasarkan pada hukum atau peraturan tertentu. Untuk
menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan akan memerlukan
sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya
untuk melakukan pekerjaan.

Untuk dapat mewujudkan implementasi yang efektif, Islamy (2000)
menyebutnya dengan tindakan atau perbaatan manusia yang menjadi
anggota masyarakat sesuai dengan apa‘yang diinginkan oleh pemerintah atau
negara.

1.2. Kebijakan Publik

Pengertian kébijakan” ini antara lain adalah : (1) Kepandaian,
kemahiran; (2) Rafgkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar reneana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara
bertiidak® (fentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita,
tujuan; prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal
dari bahasa Inggeris yang dapat berarti pula suatu negara atau pemerintah.
Selanjutnya pengertian kebijakan publik itu menurut pendapat, Santoso
(1988) adalah:

Serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk
mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41889.pdf

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk
peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan
pemerintah atau negara seperti yang didefinisikan oleh Suradinata
(1993) sebagai berikut :

Kebijakan  negara/pemerintah  adalah  kebijakan  yang
dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat
pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi
beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi
pemecahan masalah yang terbaik.

Dalam setiap proses kebijakan, Nakamura\dan Smallwood (dalam

Sulaiman 1998) juga menjelaskan antara lain/:

Kebijakan publik merupakan(serangkaian instruksi dari para
pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
tujuan-tujuan dan cara-¢ara untuk mencapai tujuan. Beberapa
lingkungan kebijakan. dalam” proses kelembagaan terdiri dari
lingkungan pembuatanj/lingkungan implementasi; dan lingkungan
evaluasi.

Dalam proses kebijakan terdiri dari beberapa langkah yang menurut
Tjokroamidjoye(1991) :

Policy ~ Germination  (kebijakan  bertunas),  Policy
Recommendation ( tahap rekomendasi), Policy Analysis
(pénganalisaan  kebijakan), Policy ~Formulation (perumusan
kebijakan), Policy Decision (tahap pengambilan keputusan), Policy
Implementation (pelaksanaan kebijakan), dan Policy Evaluation
(penilaian kebijakan).

Sebuah kebijakan hendaknya dapat tersusun dengan baik sehingga
mudah terarah. Kebijakan yang tersusun secara baik tentu memerlukan

waktu untuk berkembang dan semestinya tetap memperhatikan hal-hal

seperti yang diutarakan oleh Winardi (1990) sebagai berikut :
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Memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian.

Bersifat konsisten dan tidak boleh ada 2 kebijakan yang saling

bertentangan dalam suatu organisasi.

c. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.

d. Harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan
fakta-fakta yang obyektif.

e. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

S

Dengan demikian disamping kebijakan tersebut perlu tersusun
dengan baik, ada pula beberapa faktor yang dapat turut memperbaiki kualitas
suatu kebijakan adalah seperti yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo
(1991) sebagai berikut :

a. Jangan didasarkan pada selera seketika (Whims) tetapi harus

melalui proses yang rasional berdasarkanyakal sehat.

b. Penyempurnaan informasi dan sistein informasi bagi analisa dan

pembentukan kebijakan.

c. Dikembangkan unified approach dalam perumusan kebijakan.

d. Pcka terhadap kebutuhan obyektif masyarakat.

Pada dasarnya rumusan_kebijakan memang harus bersifat obyektif
baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau
obyek yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diambil serta
dapat memudahkan penentuan kebijakan untuk mengadakan revisi atau
perbaikan,\ jikd ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan
obyektif . Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wibawa (1994) bahwa :

Pendekatan kebijakan ini tekanannya pada pendekatan
kelembagaan, yaitu pendekatan pada pengukuran terhadap
keberadaan demokrasi tidak hanya melalui ada tidaknya institusi
perwakilan dan pemerintah tetapi lebih menckankan pada seberapa
jauh fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri.

Studi tentang kebijakan negara sebagai suatu kegiatan yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti parlemen,
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kepresidenan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik
mempunyai kekuatan untuk dapat selalu memaksakan setiap anggota
masyarakat agar selalu tunduk dan mengikutinya dan lembaga-lembaga
itupun berhak untuk memaksakan kebijakannya.

Istilah kebijakan dan kebijaksanaan banyak terdapat dalam tulisan
ini, tetapi keduanya sebenarnya mempunyai arti yang hampir sama, karena
ada para ahli yang menggunakan sebagai kebijakan dan yang lainnya
mengajukan istilah kebijaksanaan. Kebijaksanaan berasal dri kKata Wisdom,
sedangkan kebijakan terjemahan dari kata Policy:Selanjutnya Edwards 111
dan Sharkansky (1978) juga mendifinisikan kebijaksanaan negara sebagai
berikut :

«.... Is what governnient say’and do, or not do. It is the goals or
puposes of governments_programs ... “ (adalah apa yang dinyatakan
dan dilakukan ataw'tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan

negara itu berupa sasardn atau tujuan program-program pemerintah

).

Parker ~dalam Sunggono, (1994) dalam artikelnya “Policy and
Administration™, ‘membuat suatu daftar tentang berbagai definisi mengenai
kebijaksanaan publik, yang menurut salah satu definisi tersebut
merngémukakan bahwa:

“A particular objective, or set of principles, or course of action,
which a government adopts at a given period in relation to some
subject or in response to some crisis”. (Kebijaksanaan publik adalah
suatu tujuan tertentu, atau serangkaian prinsip, atau tindakan, yang
dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam
hubungan dengan beberapa subyek atau sebagai tanggapan terhadap
beberapa krisis).
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Dalam membuat kebijakan publik, pemerintah harus tetap
memperhatikan proses pembuatan kebijaksanaan tersebut, yang mana proses
pembuatan kebijakan publik umumnya dipahami terdiri atas serangkaian
tahap atau fase. Rangkaian tahap ini tampaknya bersifat linear, dalam
kenyataannya mereka justeru sebaliknya yakni non linear dan interaktif.

Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau
mengelompokan tahapan tersebut, namun demikian menurut Hamdi (1999)
pada umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam
tahap sebagai berikut :

(1) Pendefinisian masalah ( (Poli¢y Formulation); (2)
Pendefinisian agenda (Agenda Setting); (3) Perumusan alternatif
kebijakan (Policy Formulation); (4)/Pemilihan alternatif kebijakan
(Policy  Adoption);  (5) ‘Pelaksanaan  kebijakan  (Policy
Implementation); (6) Penilaian Kebijakan (Policy Evaluation).

Dari keenam tahap itu yang akan menjadi fokus dalam pembahasan tulisan
ini adalah pada tahap/pelaksanaan kebijakan (policy implementation).
1.3. Kebijaken Pélayanan Umum Satu Pintu.

Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan
semakin—berkembang seiring dengan munculnya paham atau pandangan
tentang filsafat negara. Hal ini diungkapkan oleh Prawirohardjo (1993)
bahwa :

Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka
pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap
interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan, dengan tujuan agar
setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh
karena itu secara berangsur-angsur, fungsi awal dari pemerintahan

yang bersifat refresif (polis dan peradilan), kemudian bertambah
dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat melayani.
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Pemahaman tentang misi pemerintahan untuk memelihara ketertiban
dan mengusahakan tegaknya keadilan akan secara langsung menjadikan hal
pelayanan sebagai fungsinya yang utama. Tetapi pelayanan yang baik,
melalui kemampuan optimal untuk melaksanakan tugas-tugas pokok
pemerintahan. Lebih lanjut Rasyid (1997) mengemukakan bahwa :

Pelayanan pada hakekatnya adalah salah satu dari tiga fungsi
hakiki  pemerintahan, disamping fungsi = pemberdayaan

(empowerment) dan pembangunan (developmeiii)s. Keberhasilan

sesorang dalam menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari

kemampuannya mengembangkan ketiga fungsi hakiki tersebut.

Oleh karena itu aparat pemerintah pada tingkat tertentu haruslah
menjadikan semangat melayani kepentirigan masyarakat sebagai dasar dari
motivasi mereka bekerja dibidang pemerintahan. Sejalan dengan hal tesebut
Rousseau (dalam Supriatna, 1996)-t¢ntang teori Social Contrac, menyatakan
bahwa “Untuk pembenaran‘peiayanan kepada masyarakat seolah-olah telah
terjadi suatu perSetujuan antara pemerintah dan masyarakat bahwa
masyarakat (telah~ menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah untuk
diatur “dan_ dilayani®. Berdasarkan pendapat tersebut, sudah menjadi
kewajiban dari setiap aparat pemerintah untuk memiliki komitmen
pengabdian yang tinggi serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. |

Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat pada hakekatnya adalah
upaya pemenuhan hidup atas produk-produk tertentu. Produk-produk yang

dibutuhkan oleh masyarakat menurut Ndraha (1997) Berkisar pada barang
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(barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar dan jasa
Publik) dan layanan civil. lebih lanjut dalam Metodologi Ilmu Pemerintahan
(MIP) delapan belas, Ndraha (1997) menyatakan bahwa : Pemerintah adalah
sebuah badan yang berproduksi, mendistribusikan atau menjual alat
pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan civil.
Berbeda dengan layanan civil maka jasa publik dapat dijual dan
diprivatisasikan. Lebih lanjut dalam Kybernan No. 1 (1998) dikemukakan

bahwa :

Layanan civil tidak dijual beli, dimonopoli“oleh badan-badan
publik (pemerintah, negara) dan tidak) boleh diprivatisasikan
(diswastakan), sedangkan layanan publik-dapat dijual beli dibawah
kontrol legislatif. Setiap badan publik berfungsi memproduksi dan
mendistribusikan layanan civil’pada saat diperlukan.

Menurut Iver (1981) add kondisi-kondisi tertentu dimana beberapa
bentuk pelayanan masyarakai dikehendaki hanya pemerintah yang dapat
memberikannya misdlnya

1. Dimand proses-proses yang terkandung didalam operasi
orgdnisasi swasta melibatkan jiwa manusia yang sebenarnya
dapat” dihindarkan atau kerugian-kerugian sosial yang oleh
organisasi swasta itu sendiri, tidak dapat dihindarkan ketika
menjalankan operasinya itu.

7. Dimana badan-badan lain terbatas sekali dalam scope atau
rentang dalam pemberian pelayanan yang untungnya non-
kontraversil, walaupun terdapat perbedaan paham mengenai
peranan pemerintah dalam melakukannya, atau dimana badan-
badan itu meminta imbalan untuk pelayanan yang diberikannya
yang menghalangi simiskin untuk dapat menerimanya.

3. Dimana tidak terdapat badan-badan lain yang mempunyai
kekuasaan yang diperlukan atau sumber-sumber untuk
mengadakan pelayanan yang diperlukan atau disetujui
masyarakat.
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Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam memberikan
pelayanan umum, baik layanan civil maupun layanan publik adalah untuk
melayani kebutuhan masyarakat yang tidak atau belum dapat dipenuhi oleh
badan-badan swasta. Selain itu adalah untuk melindungi kepentingan
masyarakat agar tidak dirugikan oleh para pelaku bisnis yang
kepentingannya seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Hali
ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (1995) yang menyatakan bahwa :

... mekanisme pasar tidak dapat dipakai| untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara efisien, kalau pelayanan
tersebut termasuk kategori public good. Bila satu pertanyaan dapat
dinikmati oleh semua orang tanpa tetkecuali, tentunya tidak ada
pelaku ekonomi dalam mekanisnie) pasar yang tertarik untuk
menyelenggarakan pelayanan itu/Dalam situasi seperti ini tentunya
menjadi tugas pemerintah untuk ‘thewujudkan pelayanan itu melalui
birokrasinya.

Dewasa ini kualitasc.pelayanan yang diberikan oleh unit kerja
(pemerintah) merupakan salah satu aspek yang banyak mendapat sorotan
dari masyarakat./Dari.hasil penelitian Ulbert Silalahi dalam Zulkarnaen,
(1995) juga teringkap bahwa :

Pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara masih berada
dalam peringkat present accounted, artinya organisasi atau pegawai
menyadari dan mengetahui tentang kedudukan mereka untuk
memberikan pelayanan yang berkualitas, namun untuk usaha kearah
yang sampai pada kualitas pelayanan belum serius untuk
dilaksanakan.

Selain itu upaya pemerintah (birokrasi) untuk mengatasi ketidak
seimbangan pelayanan publik tampaknya belum berhasil baik, sebagaimana
artikel yang dikemukakan oleh Effendi (1986) bahwa :

Faktor-faktor ekonomis seperti bias investasi, bias kualitas, bias
harga dana bias birokrasi, telah membuat pelayanan publik menjadi
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terlalu mahal bagi golongan miskin. Akibatnya akses pelayanan
publik itu lebih bias kepada golongan menengah keatas yang
bermukim dikota, dan subsidi pemerintah untuk pelayanan publik
lebih menguntungkan mereka, padahal golongan miskinlah yang
sepantasnya mendapat pertolongan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hidayat dan Sucherly (1986)

mengemukakan bahwa :

Pada umumnya organisasi pemerintahan sering menghadapi tiga
masalah yang meliputi kurang efektif, inefisien dan mutu pelayanan
yang kurang. Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target
merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi. Ciri lainnya
adalah adanya budaya peran artinya semua pekefjaan dilakukan
secara rutin, teratur sistematik. Selain itu kekuatandan kewenangan
yang disalurkan melalui peraturan dan prosedur. Kombinasi budaya
yang berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk suatu
sikap pandang yang mnegapl ) kegiatan (activity)  dan
pertanggungjawaban (accountabjlity)., Kclemahan dari kedua sikap
tersebut adalah aspek hasil (result) dan‘aspek mutu pelayanan kurang
mendapatkan porsi yang sesuai.

Dengan demikian dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan
umum kepada masyarakat sebagai perwujudan dari fungsi pemerintahan dan
untuk menumbuhkan .peran aktif masyarakat terutama berkaitan dengan
kualitas, efisiedisi-dan efektivitas pelayanan, maka pemerintah Kabupaten
Aceh “Singkil” menetapkan kebijaksanaan pelayanan umum Satu Pintu
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :  tanggal 12 Agustus 2008,
Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu. Unit
terpadu pola Satu Pintu ini merupakan unit pelayanan umum masyarakat
yang menjadi kantor bersama Satu Pintu bagi masyarakat yang memerlukan
perizinan. Kewenangan pemberi izin adalah tetap berada pada dinas,bagian,

atau instansi pemberi izin.
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Kebijakan pelayanan umum Satu Pintu ini diharapkan akan
memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, efektif, hemat dan murah
kepada masyarakat dan mempercepat perizinan bagi penanam modal di
daerah dengan menyelenggarakan sistem pelayanan perizinan secara terpadu
di daerah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu di dearah dengan yang merupakan suatu tempat/kantor yang dapat
memberikan beberapa jenis pelayanan umum yang selama ini terpencar-
pencar diberbagai dinas/instansi dan sekarang di Satu Puity pada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP):,
1.4.Proses Pelayanan Umum.

Konsep pelayanan umum sebefiariya’bukan merupakan konsep yang
baru dalam kajian ilmu pengetaliuan, bahkan secara filosofi dapat dikatakan
bahwa kemunculan ilmu admiqistrasi negara sebetulnyé terkait erat dengan
konsep pelayanan umum® Munculnya ilmu pemerintahan sebagai cabang
ilmu semakin meniperkuat telaahan terhadap pelayanan umum.

Nicholy “Henry (1988) mengemukakan bagaimana hubungan
adminisirasi negara dengan kepentingan umum. Dalam bahasan tersebut
Hefiry menyimpulkan bahwa tuntutan terhadap peran administration
(birokrasi) dalam pelayanan umum telah menjadi kajian yang sangat
filosofis dan berumur panjang jauh sebelum ilmu administrasi negara itu
sendiri muncul dan berkembang. Dari analisisnya Henry mengemukakan
konklusi bahwa sesungguhnya pelayanan umum merupakan jiwa dasar dari

penyelenggaraan administrasi negara. Dalam hubungan ini dapat dipahami
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jika kehidupan manusia diwarnai oleh tuntutan terhadap pemenuhan
kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup terebut ada yang
diperoleh melalui mekanisme pasar dan ada pula yang diperoleh tidak
melalui mekanisme pasar.

Kebutuhan manusia yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme
pasar antara lain adalah layanan civil yang hanya disediakan oleh
pemerintah. Layanan civil tersebut diberikan oleh pemerintah atas dasar
“civil right” yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ndraha (2000)
mengemukakan bahwa :

Provider layanan civil adalah setiap unifkerja, baik yang terdapat
dijajaran eksekutif, legislatif, judikatif, maupun lainnya. Bahkan unit
keja lain yang secara organisasiopal berada diluar pemerintahan
tetapi karena tugasnya berkaitamderngan urusan publik.

Dalam situasi seperti-ini tentunya menjadi tugas pemerintah untuk
mewujudkan pelayanan,ituxDalam hal ini pemerintah adalah lembaga yang
memproduksi, smendisiribusikan atau memberikan alat pemenuhan
kebutuhan rakyat yang berupa pelayanan umum. Dengan demikian secara
eksplisit "dapat dikatakan bahwa pemberian pelayanan umum merupakan
jenis)pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami
mengingat pelayanan civil merupakan bagian dari fungsi pemerintah yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai fungsi pemerintah maka pelayanan umum tidak hanya

semata bersifat “profit orientied” tetapi lebih beorientasi sosial, yaitu

penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu penentuan dari proses
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pelayanan umum tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bisnis, tetapi
pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan sosial (social approach),
karena yang paling tahu akan baiknya pelayanan yang diberikan adalaha
masyarakat.

Seiring dengan peningkatan kehidupan manusia, maka tuntutan akan
pelayanan umum semakin meningkat, dimana masyarakat bukan hanya
mengharapkan terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan yang baik dari
pemerintah, tetapi lebih dari itu masyarakat mulai mempertanyakan kualitas
pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah.

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu
suatu sikap atau cara aparat dalam snelayani pelanggan atau masyarakat
secara memuaskan, menurut Sdefullah”(1999) bahwa “Penilaian tentang
kualitas pelayanan bukan berdasarkan pengakuan dari yang memberi
pelayanan, tetapi diberikan oleh langganan atau pihak yang menerima
pelayanan®. Sedarigkan menurut Triguno (1997) pelayan terbaik yaitu
melayani ‘setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah
danumenolong serta profesional dan mampu. Selanjutnya menurut Tjiptono
(1995) secara garis besar ada empat unsur pokok yang terkandung di dalam
pelayanan yang unggul (service excellence), yaitu :

Kecepatan.
Ketepatan.

Keramahan.
Kenyamanan.

Ll
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Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang
terintegrasi, artinya pelayanan menjadi tidak excellence bila ada komponen
yang kurang. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan
kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhimya akan menciptakan
loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Selanjutnya Wyckof dalam Tjiptono (1996) mengartikan kualitas
jasa atau layanan, yaitu :

Tingkat keunggulan yang diharapkan dari pengendalian atas
tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi ‘keinginan pelanggan
ini berarti, bila jasa atau layanan yang diterima (perceived service)

“sesuai dengan diharapkan, maka Kualitas” jasa atau layanan
dipersepsikan baik dan memuaskan; jika'kualitas jasa atau layanan
yang diterima lebih rendah dari yang'diharapkan, maka kualitas jasa
atau layanan akan dipersepsikan bunk:

Dengan demikan fungsi pemerintah bukan hanya terbatas pada
aktivitas pemberian pelayandn kepada masyarakat, tetapi juga harus
menjamin bahwa pefayananyang diberikan kepada masyarakat betul-betul
berkualitas.

Pemeriniah Indonesia sendiri sebenarnya telah menyadari akan
pentingiiya penerapan konsep kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
Hal"ini tercermin dari dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun
1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur
pemerintah kepada masyarakat, dan lebih dipertegas dengan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 81 Tahun 1995 yang
menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan

sendi-sendi sebagai berikut :
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1. Kesederhanaan dalam arti bahwa prosedur/tatacara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian hukum, dalam artinya adanya kejelasan
dan kepastian mengenai prosedur pelayanan, persyaratan
pelayanan, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab
melayani, rincian biaya/tarip dan tata cara pembayaran, jadwal
pelayanan, hak dan kewajiban pelayanan dan pelayan, pejabat
yang menerima keluhan.

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat
memberikan keamanan dan kenyaman serta memberikan
kepastian hukum.

4. Keterbukaan, dalam arti bahwa semua proses pelayanan wajib
diinformasikan kepada masyarakat.

5. Efisien, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan! haya dibatasi
pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan«pericapain sasaran
pelayanan dan harus dicegah adanya pengulanigan pemenuhan
kelengkapan persyaratan.

6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengendah bidya pelayanan harus
ditetapkan secara wajar.

7. Keadilan yang merata, dalam arti-Cakupan/jangkauan pelayanan
harus terdistribusi secara merata.

8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum
dapat diselesaikan dalam kurun'waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan sendi-sendi, kualitas pelayanan kepada masyarakat
tersebut, maka secard jumum sendi-sendi tersebut telah mencerminkan
karakteristik pelayanan yang diinginkan pelanggan yaitu pelayanan yang
lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper) dan lebih baik (better) Gaspersz
(1997).

1.5. Faktor-faktor Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Umum.

Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor pendukung yang
penting, diantaranya faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang
memungkinkan berjalannya mekanisme pelayanan umum, faktor

pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan proses pelayanan cepat,
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tepat, dan faktor sarana yang memungkinkan adanya kenyamanan dalam
pelaksanaan tugas pelayanan . Faktor-faktor tersebut mempunyai peranan
yang berbeda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan
mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara baik.

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi
pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena
sasaran pelayanan ditunjukkan secara khusus kepada manusia yang
mempunyai watak dan kehendak multi kompleks. Oleh karena ity organisasi
yang dimaksud disini tidak semata-mata dalam perwgjudan susunan
organisasi melainkan lebih banyak pada pengaturan dan fnekanisme kerjanya
yang harus mampu menghasilkan pelayanancyang memadai, sebagaimana
dikemukakan oleh Louis A. Allen” (1958) bahwa : Organisasi adalah
mekanisme atau struktur maka \perid adanya sarana pendukung yang
berfungsi memperlancar fhckanisme itu. Sarana itu adalah sistem, prosedur
dan metode. Organisasipelayanan menurut Moenir (2000) adalah :

Mengorganisir fungsi pelayanan yang baik dalam bentuk struktur
maupuhn, dalam mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan
kelaricaran pelayanan. Sarana pendukung mekanisme kerja didalam
organisasi ialah sistem, prosedur dan metode yang berfungsi sebagai
t3ta cara atau tata kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Selanjutnya sesuai dengan keterangan diatas bahwa organisasi
merupakan suatu sistem secara utuh, maka setiap unit satuan kerja
dimanapun ia bergabung menjadi bagian dari sistem yang disebut subsistem

yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi dalam kenyataannya semua unit
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satuan kerja pada organisasi yang betujuan apapun (menghasilkan jasa atau
barang) terdiri dari banyak subsistem yang menyatu dalam mekanisme kerja
mewujudkan suatu karya akhir dalam bentuk jasa yang disebut pelayanan.
Jasa pelayanan disini disebut sebagai karya akhir dari proses pencapaian
tujuan setiap organisasi.

Faktor pengetahuan dan keterampilan sangat terkait dengan tingkat
pemahaman terhadap tugas pokok yang harus diemban. Untuk memahami
tugas pokok tersebut diperlukan pengetahuan mamadai yang hamis dimiliki
oleh seorang pegawai. Menurut Siagian (1994) bahwa :

Upaya meningkatkan produktivitas kefja dan mutu pelayanan
yang diberikan oleh anggota suatu bifokeasi pemerintahan kepada
masyarakat, harus pula dikaitkan“’dengan pengetahuan dan
keterampilan para anggota birokfasi. tersebut. Artinya rendahnya
produktivitas kerja dan mutu pelayanan tidak semata-mata
disebabkan oleh tindakan dan prilaku yang disfungsional, akan tetapi
sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan tidak
sesuai dengan tugas yang diemban.

Tingkat pengetahuan” yang memadai bagi seseorang akan
memungkinkan lahifnya pikiran-pikiran yang inovatif dikalangan birokrasi.
Menurut Komamddin (1994) bahwa :

Kualitas pengetahuan seseorang sangat menetukan munculnya
jiwa inovasi, yakni semangat menuju pembaharuan sistem dan
mekanisme kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara
optimal. Inovasi itu lazimnya berakibat pada perkembangan dan
kemajuan. Dimana kemampuan inovatif merupakan kemampuan
konseptual dan kreatif daripada kemampuan ilmiah.

Pelayanan umum yang diberikan aparat birokrasi juga dipengaruhi

oleh keterampilan yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut Moenir

(2000) menyatakan bahwa :
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Keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan
dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang
tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa ketrampilan
lebih banyak menggunakan unsur anggota badan daripada unsur-
unsur lain.

Menurut Siagian (1994) bahwa berbagai konsekwensi pengetahuan
dan keterampilan yang rendah itulah yang sering disoroti, yakni sebagai
berikut :

Ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidak
telitian, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kebingungan, tidakan
yang counter produktive tidak adanya kemampuan- untuk
berkembang, mutu hasil pekerjaan yang rendah, ~kedangkalan,
ketidakmampuan belajar, ketidaktepatan tindakan, - inkompetisi,
ketidakcekatan, ketidakaturan, melakukan{ kegiatan yang tidak
relevan, sikap ragu-ragu, kurangnya imajifiasi,/karangnya prakarsa,
kemampuan rendah, bekerja tidak prodiktif, ketidakrapian, dan
stagnasi.

Dengan demikian pengatahyan_dan keterampilan pegawai harus
ditingkatkan sedemikian rupa /meldlui berbagai program pendidikan dan
pelatihan serta dengan memantapkan sistem dan mekanisme rekrutmen dan
seleksi serta pembinaafi pegawai, pola promosi karir pegawai yang jelas
serta kesejahteraanpegawai sekalipun semagat kerja pegawai yang
diharapkan Tahir terutama karena motif achievement.

Faktor pendukung lainnya adalah sarana pelayanan  untuk
melaksanakan tugas/pekerjaan layanan. Sarana pelayanan menurut Moenir
(2000) adalah jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang
berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam proses pekerjaan dan juga

berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang
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berhubungan dengan organisasi kerja itu. Selanjutnya Moenir
mengemukakan fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat

menghemat waktu.

Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.

Kualitas produk yang lebih baik/terjamin.

Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.

Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya

Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang

berkepentingan.

7. Menimbulkan perasaan puas bagi orang-orang yang
berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat_emosional
mereka.

SR ol

Pada akhimnya faktor pendukung sarana pelayanan sangat ditentukan
oleh sumber daya manusia. Manusia merupakan fakior dinamis terhadap
kelancaran pelayanan umum, manusia yang dimaksudkan dalam penulisan
ini yaitu personil Aparatur Pelayanan Perizinan Satu Pintu Terpadu
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yang bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Sebagai petugas pelayanan mereka harus dibekali
pengetahuan dan keteramipilan, menurut Terry dalam Winardi (1986) yang
mencakup kemampuan untuk bekerja dengan pihak lain, mengusahakan
adanya, kerjasama dari pihak-pihak yang berada didalam kelompok kerja,
memiliki” kemampuan untuk memvisualisasikan misi organisasi secara
keseluruhan dan untuk mengenal aneka macam fungsi yang terdapat dalam
situasi atau keadaan tertentu. Sedangkan manusia sebagai masyarakat
pengguna jasa pelayanan haruslah memiliki kesadaran akan hak-hak yang
semestinya ia harus dapatkan dan kewajiban yang sepantasnya harus ia

laksanakan.
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1.6. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umuﬁ.

Struktur organisasi pemerintahan yang bercirikan suatu penyusunan
Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang satu sama lain dipisah dengan jelas.
Masing-masing mempunyai suatu bidang, yang secara jelas dibatasi terhadap
yang lain. Tiap instansi mempunyai tujuan-tujuan sendiri dengan
mengembangkan kebijaksanaan sendiri. Akan tetapi harus bersama-sama
menunaikan tugas-tugas pemerintahan yang saling terjalin. Hal ini dapat
mengarah kepada hal-hal yang tidak konsekwen dalam kebijaksanaan
pemerintah dan perselisihan-perselisihan atau konflik-konflik" dalam aparat
pemerintahan. Salah satu sarana untuk mengatasi/masalah ini adalah
koordinasi. Koordinasi sebagai alat untuk/menyesuaikan satu sama lain dari
berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas-aktivitasnya di suatu bidang
tertentu.

Sehubungan dengan, hal” tersebut Ndraha (2000) mengemukakan
pengertian koordinasi$ebagai berikut :

Keordinasi adalah proses penyepakatan bersama secara mengikat
betbagai Kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa
sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada
pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, disisi lain supaya
Keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusakkan keberhasilan
kegiatan yang lain.

Koordinasi pemerintahan sangat berbeda dengan koordinasi di
lingkungan privat/perusahaan yang hanya ingin mencapai laba yang
setinggi-tingginya. Koordinasi di lingkungan pemerintahan diharapkan

menghasilkan  produk-produk pemerintahan yang  disiapkan dan
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didistribusikan oleh unit kerja yang berbeda-beda diharapkan bertindak
seadil-adilnya kepada setiap orang. Lebih lanjut Ndraha (2000)
mengemukakan koordinasi pemerintahan adalah sebagai berikut :
Koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses
kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur
pemerintahan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang berbeda-
beda dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan,
antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga disatu sisi semua
kegiatan keduabelah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang
telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu
tidak dirusakkan oleh keberhasilan pihak lain.

Koordinasi berkait awal dengan pembagian kerja. Seperti diketahui
salah satu asas organisasi adalah pembagian kefja: Sampai pada batas
tertentu pembagian kerja dapat menciptakdn “éfisiénsi. Pembagian kerja
dilembagakan menjadi sebuah kegiatan, program, lembaga atau unit kerja,
dengan sasaran spesifik pula. Ralam operasionalnya perilaku setiap unit
cenderung hanya melihat, sasarannya sendiri dan tidak memandang
organisasi secara keseluruhan: Lebih-lebih jika terjadi persaingan bahkan iri
hati dan cemburu.antar unit kerja, masing-masing berupaya untuk disebut
berhasil dan mendapat pujian.

Dalam penyelenggaraan pelayanan umum Satu Pintu pada unit
pelayanan terpadu koordinasi secara struktural sangat diperlukan, artinya
koordinasi antar unit kerja/instansi yang berada dibawah struktur tertentu,

tanpa superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi

unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.
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Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertugas melakukan
koordinasi secara horisontal yang terwujud tanpa campur tangan yang
permanen dari kedudukan-kedudukan yang lebih tinggi menurut hierarki.
Dengan mengadakan hubungan-hubungan melintang diantara unit kerja
maka dapat terwujud penyesuaian satu sama lain. Hubungan-hubungan
melintang ini dapat bersifat formal atau informal, permanen atau sementara,
bilateral atau multilateral.

1.7. Kaualitas pelayanan

Pemberian pelayanan yang berkualitas memang menjadi suatu
kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, karena nasyarakat dari segi
penyelenggaraan pelayanan publik berposisisebagai konsumen. Pemerintah
harus menempatkan masyarakat atau pelanggan sebagai raja. Tetapi
Nurmadi (1999:260) mengemukakan~ bahwa upaya untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik_dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat
kota yang bersifat hetefogen merupakan tugas yang paling rumit. Walaupun
demikian sesuai, déngan fungsi dan tugasnya, pemerintah berkewajiban
memberikan‘pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tyiptono (1996) mengemukakan bahwa secara spesifik tidak ada
definisi mengenai kualitas layanan yang diterima, namun secara universal,

dari definisi yang ada terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-

elemen sebagai berikut :
1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan.
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan.
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3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa
yang dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).

Lebih lanjut Tjiptono (1996) mengatakan bahwa :
Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan
suatu produk barang atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan
kualitas kesesnaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi
produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa
jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi
kualitas yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya aspek ini
bukanlah satu-satunya aspek kualitas.
Berdasarkan elemen-elemen tersebut, Goetsch dan Davis dalam Tjiptono,
(1996) mengetengahkan batasan kualitas yang lebih luas takuparinya yakni
« kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang herliubungan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan/yang memenuhi atau melebihi
harapan ”.

Selanjutnya Triguno (1997) mengartikan kualitas sebagai berikut :

Standarisasi yang harus dicapai oleh seorang/kelompok/lembaga/

organisasi menggfiai_kualitas sumber daya manusia, kualitas cara
kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan

.

jasa. BerkualitaS“mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani,

baik intefnal madpun eksternal dalam arti optimal pemenuhan atas

tuntutan/persyaratan masyarakat.

Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa atau layanan tergantung
pada “kémampuan penyediaan barang/jasa dalam memenuhi harapan
pelanggan secara konsisten dan berakhir pada penilaian pelanggan. Ini
berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan penilaian

penyedia layanan, tetapi didasarkan pada penilaian pelanggan, sebagaimana

dikemukakan Kotler (1994) bahwa:
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Pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmati layanan
sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas layanan.
Persepsi pelanggan terhadap layanan merupakan  penilaian
menyeluruh atas keunggulan suatu layanan.

Selanjutnya Gronroos dalam Tjiptono, (1996) membagi tiga
komponen utama kualitas jasa :

1. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan
kualitas output (keluaran) jasa yang diterima pelanggan. Oleh
Parasuraman, et al, technical quality dapat dirinci menjadi :

a. Search quality, yaitu kualitas yang hanya dapat dievaluasi
pelanggan sebelum membeli, misalnya harga.

b. Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi
pelanggan setelah membeli atau mengkonsumsi jasa.
Contohnya ketepatan waktu, kecepatan') pelayanan dan
kerapian hasil.

c. Credence quality, yaitu kualitas) yang sukar dievaluasi
pelanggan meskipun telah mengkonsumsi  suatu  jasa.
Misalnya kualitas operasi jantung,

2. Fungsi Quality, yaitu komponeh, yang berkaitan dengan kualitas
cara penyampaian suatu jasa,

3. Corporate image, yaitu profil; reputasi, citra umum, daya tarik
khusus suatu perusahaan.

Menurut Garvin dalam Lovelock, (1994) bahwa ada lima macam
perspektif kualitas yang berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang
bisa menjelaskan, sitiasi yang berlainan, yaitu meliputi :

f-~Transcendental approach, kualitas dipandang sebagai innate
excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi
sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan.

2. Product-based approach, kualitas merupakan karekteristik atau
atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur.

3. Used-based approach, kualitas tergantung pada orang yang
memandang, sehingga produk yang paling memuaskan prevensi
seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.

4. Manufacturing-based approach, memperhatikan praktek-praktek
perckayasaan dan pemanufakturan serta mendefinisikan kualitas
sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan.
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5. Value-based approach, memandang kualitas dari segi nilai dan
harga. Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan
harga, kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence.

Layanan publik yang berkualitas, selain dapat memberi kepuasan
bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu
sendiri. Mengingat semakin pentingnya kualitas pelayanan, organisasi publik
dituntut dapat menterjemahkan kebutuhan dan tuntutan publik, sehingga
produk layanan kepada masyarakat bisa dirasakan oleh setiap orang pada
saat dibutuhkan dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Kualitas layanan publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini
merupakan strandarisasi produk suatu layanan~Karend itu pénilaian atas
layanan bukan berdasarkan pemaknaan dari\ydng memberi pelayanan, tetapi
diberikan oleh pihak yang menerima-ayanan:

Sebagaimana yang dikemukdkan Saefullah (1999) bahwa :

Kemampuan Kompetitif suatu organisasi banyak ditentukan oleh

pelayanan yang,dibesikan kepada pihak yang berkepentingan dengan
organisasi , terscbut.  Penilaian tentang pelayanan itu bukan
berdasarkan” peérnaknaan dari yang memberi pelayanan, tetapi
diberikan, ‘oleh pihak yang menerima pelayanan. Organisasi
pemerintah” yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan
gmum juga harus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada
masyarakat dan cara pelayanan pemerintah ini bisa belajar pada
pendekatan pelayanan yang dilakukan perusahaan bisnis yang
memang mendahulukan kualitas pelayanan dalam kegiatan usahanya.

Selama ini ada kesan bahwa organisasi birokrasi pemerintah lebih
menekankan pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan sangat menonjol
dari masa ke masa. Pendekatan inilah yang menimbuikan kesan seakan-akan

birokrasi pemerintah ini menjadi sangat besar dan sangat berkuasa. Hampir
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semua segi kehidupan masyarakat diurus dan diatur oleh birokrasi
pemerintah.

Dengan demikian, untuk dapat menciptakan pelayanan yang
berorientasi pada kepentingan publik, organisasi pemerintahan dituntut
untuk dapat melakukan berbagai pembaruan. Sebagaimana dikemukakan
oleh Osborne dan Plastrik (2000) bahwa :

Pembaruan pemerintah bukan sekedar membuat pemerintah
lebih efisien. Sebagian tujuan pembaruan adalah efisiensi, tetapi
yang lebih penting adalah efektivitas. Pembatuarr, adalah
transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental
guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi,
dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini
dicapai  dengan mengubah  tujuan;,/sistem insentif,
pertanggungjawaban, struktur kekuasaaw, dan budaya sistem dan
organisasi pemerintahan. Salah satinya-adalah memperjelas antara
tugas pengendalian dan tugas pelayanan:

Bennis dalam Thoha, (1995) mengemukakan :

Dalam rangka . meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
birokrasi pemeriritah \periu direvitalisasikan. Pendekatan kekuasaan
yang selama ini ditonjolkan harus dapat dikendurkan. Usaha-usaha
pendelegasian/Kepada masyarakat atas hal-hal yang dapat mereka
lakukan, ‘perlu “diperluas. Disamping itu, upaya pemberdayaan ke
dalam. tubuli birokrasi sendiri mutlak diperlukan. Salah satu yang
pexlinmeniperoleh perhatian adalah lokus dan fokus kekuasaan itu
sandiri. Lokus mengacu pada tempat dimana lokasi kekuasaan itu
sehafusnya berada.  Sedangkan fokus ~memusatkan pada
oOperasionalisasi penggunaan kekuasaan.

Selanjutnya Tjiptono (1996) menjelaskan bahwa :
Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan
kepuasan pelanggan, selanjutnya kepuasan pelanggan dapat

menciptakan  kesetiaan  atau loyalitas  pelanggan kepada
pihak/lembaga yang memberikan layanan yang memuaskan.
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Adapun manfaat dari menciptakan kualitas layanan yang unggul
kemudian dijabarkan oleh Tjiptono (1996), yaitu:

1. Hubungan lembaga penyedia pelayanan dan para pelanggannya

menjadi harmonis;

2. Memberikan dasar yang baik bagai pembelian ulang;

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan;

4. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)

yang menguntungkan bagi perusahaaan;

5. Laba yang diperoleh dapat meningkat.
Dalam kaitannya dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, Rasyid
(1997) mengemukakan manfaat dari optimalisasi pelayanan agalah sebagai
berikut :

Pelayanan publik yang efisien dan adil,_akan secara langsung
dapat merangsang lahirnya respek( masyarakat atas sikap
profesional pada birokrat sebagai abdi masyarakat (servant leaders).
Pada tingkat tertentu kehadiran‘birokrat yang melayani masyarakat
secara tulus akan mendorprig terpeliharanya iklim kerja keras,
disiplin dan kompetitif.

Lebih lanjut Gaspersz (1997) mengungkapkan bahwa kualitas adalah
segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan
(meeting than ‘neéds of costumers). Dan karakteristik pelayanan yang
diinginkan, pelanggan / masyarakat yaitu “ pelayanan yang lebih cepat
(faster),lebih murah (cheaper) dan lebih baik (better).

Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah
ditetentukan oleh tingkat keseuaian antara kinerja pelaksanaan pelayanan

dengan tingkat kepentingan, dan harapan pelanggan. Tjiptono (1985)

mengatakan bahwa, kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan
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kepuasan pelanggan. Jadi pelayanan yang berkualitas akan memuaskan
masyarakat yang dilayani.

Menurut Gaspersz (1997) kualitas mengacu kepada pengertian
pokok sebagai berikut:

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik
keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang
memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian
memeberikan kepuasan atas pengguna produk itu.

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan
atau kerusakan.

Dikemukakan juga oleh Salusu (1998) kualitas adalah penyesuaian
terhadap persyaratan, yaitu persyaratan dari klieri)atau konsumen. Dari
definisi diatas terlihat bahwa kualitas selalu perfokus pada pelanggan
(konsumen) yang dalam hal ini adalah niasyardkat. Dan produk maupun jasa
yang diberikan lebih mengutamakan ~keinginan/kebutuhan pelanggan.
Kebutuhan pelanggan menufut\Supranto (1997) sebagai karakteristik atribut
barang atau jasa yang meéwakili dimensi yang oleh pelanggan dipergunakan
sebagai dasar pendadpat mereka mengenai jenis barang dan jasa. Oleh karena
itu kualitas \diténtukan dari kepuasan pelanggan, artinya suatu produk
maupun'jasa yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai
dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik serta
diproduksi (dihasilkan) dengan cara yang baik dan benar.

Sedangkan menurut Zethami (1990), menyatakan bahwa tolak ukur

kualitas pelayanan dapat diukur oleh sepuluh dimensi, yaitu :

1. Tangibles, terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personil dan
komunikasi.
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2. Reliability, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam
menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu  konsumen
bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

4. Competence, tuntutan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan
yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan.

5. Cortesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap
keinginan konsumen, serta mau melakukan kontak atau hubungan
pribadi.

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik
kepercayaan masyarakat.

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari
berbagai bahaya dan resiko.

8. Acces, terdapat kemudahan untuk mengadakan_ kontak dan
pendekatan.

9. Communications, kemampuan pemberi  pelayanan untuk
mendengarkan suara.  Keinginan atau aspirasi pelanggan,
sekaligus kesediaan untuk selalu menyaffipaikan informasi baru
kepada masyarakat.

10. Understanding the costumer, melakuKan segala usaha untuk
mengetahui kebutuhan pelanggari.

Mengacu pendapat di atas, baliwa pelayanan dapat dikatakan sebagai
upaya untuk memenuhi keperluafi- atau kebutuhan masyarakat secara
keseluruhan, adil dan manusiawi, yang mana dalam pelayanan tersebut
disertai dengan tuntutan Kualitas yang baik, sehingga dapat menjamin
kepuasan dari penerima layanan. Jadi kualitas layanan yang baik dilihat dari
sudut pandang masyarakat sebagai penerima / pemilik (soverign) layanan,
dan bukan dari sudut padang pemerintah yang memberi pelayanan.
Pemerintah berorientasi pelanggan; memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan
birokrasi dan kualitas pelayanan hanya oleh pelanggan (David Osborne dan

Ted Gaebler (1999).
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Untuk mengetahui ukuran yang dipertimbangkan publik dalam

menilai kualitas pelayanan, Rene T. Domingo dalam Triguno, (1999)

mengemukakan dimensi kualitas pelayanan sebagai berikut :

1.

Dikaitkan dengan kualitas, menurut Lukman (2000) :

Waktu:

a. Menunggu

b. Antrian

c. Proses

Ketepatan :

a. Tidak salah

b. Dipercaya
Kehormatan :

a. Cara kerja orang depan
b. Etika bertelepon
Kepekaan :

a. Ambil order

b. Mengatasi keluhan
Kelengkapan :

a. Lingkup pelayanan

b. Kesediaan alat bantu
Kesiapan :

a. Jumlah loket pelayanan
b. Teller

¢. Tempat-tempat pelayanan
Kenyamajgrai:

a. Tempat

b. Kemuddhan

c. Parkir

d.._ Inforfmasi

e, Perunjuk formulir
Lingkungan:
a. Bersih

b. Lobby cukup
¢. Ruang tunggu
d. Sejuk

e. Musik

Kualitas pelayanan adalah suafu kegiatan pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan sesuai dengan prinsip : lebih murah,
lebih baik, cepat, tepat, akurat, ramah, sesuai dengan harapan
pelanggan. Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan
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pelayanan yang diberikan kepada seorang atau orang lain, organisasi

pemerintah/swasta (sosial, politik, LSM, dll) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan sektor publik
adalah pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan
standar pelayanan dan azas-azas pelayanan publik/pelanggan.

Aspek kualitas perlu diketengahkan dalam pelayanan kerena
berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan
dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat
dengan penyedia layanan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini
memungkinkan penyedia layanan untuk memahami dengan seksama harapan
pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, penyedia layanan
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan ~dithaia’ penyedia layanan
memaksimumkan pengalaman pelanggan  yang menyenangkan dan
meminimumkan atau meniadakan~ pengalaman pelanggan yang kurang
menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan
kesetiaan atau loyalitas” pelanggan kepada perusahaan yang memberikan
pelayanan yang berkualitas dalam Tjiptono, (2000).

Dengan, melihat uraian-uraian tersebut, tergambar bahwa kualitas
layanati-publik adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
sebagal” pelanggan, dengan mengutamakan kepuasan dan harapan
masyarakat sebagai pelanggan, sesuai dengan standar pelayanan dan azas-
azas pelayanan publik.

B. Kerangka Berpikir.
Dalam banyak hal birokrasi pemerintah gagal mewujudkan kinerja

pelayanan publik yang baik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik,
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birokrasi pemerintah telah gagal dalam merespon dinamika politik dan
ekonomi sehingga pelayanan publik cenderung menjadi tidak efisien dan
tidak responsif. Bahkan berbagai bentuk patologi birokrasi telah berkembang
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akibatnya muncul banyak praktek
KKN dalam penyelenggaraan pelayanan yang amat merugikan masyarakat.

Kinerja pelayanan publik yang buruk ini adalah hasil dari
kompleksitas permasalahan yang ada ditubuh birokrasi Indonesia, seperti
pertama tidak ada si§tem insentif untuk melakukan  perbaikan. Kedua
buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik,
yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal
(rule driven) dan petunjuk pimpinan daldm melakukan tugas pelayanan.
Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan
oleh peraturan dan anggarap bukaix digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah
pelayanan menjadi Kaku, dan tidak inovatif sehingga tidak mampu
mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Ketiga
budaya paternaliSme yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan
sebagai-priofitas utama atau sebagai pihak yang paling dominan, bukan
keperitigan masyarakat.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu
sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara
wajar. Dalam ilmu pemerintahan, Ndraha (2000) mengemukakan bahwa:

Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja guna memenuhi

(memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi
kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai
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konsumer dan sovereign, akan jasa-publik dan layanan civil, dalam
hubungan pemerintahan.

Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumer produk-produk
pemerintahan berhadapan dengan pemerintah sebagai produsen dan
distributor dalam posisi sejajar, yang satu tidak berada dibawah yang lain.
Posisi yang diperintah sebagai konsumer erat sekali berkaitan dengan posisi
sovereign dan melalui posisi sebagai sovereign, masyarakat memesan,
mengamanatkan, menuntut dan mengontrol pemerintah, sehingga jasa publik
dan layanan civil bisa dirasakan oleh setiap orang pada-saat dibutuhkan
dalam jumlah dan mutu yang memadai. Berkaitan. ‘dérigan hal tersebut,
maka pemerintah  dapat  dikatakan s¢bagai suatu lembaga yang
menyelenggarakan tugas negara, hal fetsebut dipertegas oleh Nigro (1970),
bahwa :

1. Suatu kerjasama kelompok dan lingkungan pemerintah ;

2. Meliputi cabang pemerintahan-eksekutif, legislatif dan yudikatif

serta hubungan diantara mereka ;

3. Mempuryai peranan penting dan perumusan kebijaksanaan
umiund/ ,négara dan oleh karenanya merupakan sebagian dari
proses politik ;

4. \Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi private ;

Sangat erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta dan
perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

b

Mengingat bahwa pengambilan keputusan yang berlandaskan
kebijaksanaan dalam mengkondisikan keberhasilan untuk mengefektifkan,
memperlancar, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
maka pembahasan-pembahasan kebijaksanaanpun akan berurut secara

hirarki sebagaimana dijelaskan oleh Bromley (1989), yang menyebutkan
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“Adanya tingkatan kebijaksanaan, dalam perubahan kelembagaan. Tingkatan
tersebut terdiri dari implementasi aspirasi yang diformulasikan pada tingkat
kebijaksanaan  (policy level)>. Realisasinya  dilakukan melalui
pengembangan organisasi dan peraturan yang menjabarkan tentang tingkat
kebijaksanaan tersebut. Pengertian kebijakan publik menurut pendapat
Santoso (1988) adalah :

Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk
mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk
peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah,

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wibawa _(1994) bahwa :

Pendekatan kebijaksanaan ini ‘tekanannya pada pendekatan
kelembagaan, yaitu pendekatan pada pengukuran terhadap
keberadaan demokrasi tidak ‘hanya’melalui ada tidaknya institusi
perwakilan dan pemerintah tetapi lebih menekankan pada seberapa
jauh fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri.

Dikatakannya pula, bahwa “studi kebijaksanaan negara sebagai
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti
parlemen, kepresidefian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik,
mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat mengikuti kebijakan
tersebut-dan lembaga-lembaga itu berhak untuk memaksakan kebijakannya.

Dalam proses implementasi kebijakan dilapangan, ada beberapa
faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Faktor-faktor itu menurut Wahab (2001) adalah : (1) Kondisi sosio-ekonomi
dan teknologi; (2) Dukungan publik; (3) Sikap dan sumber-sumber yang

dimiliki kelompok; (4) Dukungan dari pejabat atasan; dan (5) Komitmen dan
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kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana. Edwards III (1980),
mengatakan :

“What are the primary obstackle to successful policy
implementation... to answer these question four critical factor or
variables in implementing public policy : communication, resources,
disposition or attitudes, and bureaucratic structur” (apa yang
menjadi kendala mendasar bagi keberhasilan implementasi
kebijakan, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada empat faktor
atau variabel yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi
kebijakan publik yaitu : Komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap,
dan struktur birokrasi).

Secara konsepsional bahwa kemampuan pencapaiafi-, hasil atau
keberhasilan serta kegagalan suatu kebijakan menurut Hogwood dan Gunn
(dalam Wahab, 2001) dikelompokan kedalam-dud ketegori, yaitu :

Non implementation (tidak térimplementasikan) dan unsuccesful
implementation  (implementdsi\ yang tidak berhasil). Tidak
terimplementasi  dimakspdkan bahwa suatu kebijakan tidak
dilaksanakan sesuai dengan rericana, mungkin karena pihak-pihak
yang terlibat tidak  mau bekerja sama, atau permasalahan yang
menjadi bidang gafapan diluar jangkauan kekuasaannya, atau karena
mereka tidak~~sepenuhnya menguasai permasalahan. Hal ini
mempunyai-akibat usaha implementasi kebijakan yang efektif akan
sulit terpenthi.Sedangkan implementasi yang tidak berhasil
dimaksudkan bahwa suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan
sesuai\dérigan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata
tidak “imenguntungkan (misalnya faktor-faktor alam/lingkungan),
sehingga kebijakan tidak berhasil seperti yang dikehendaki.
Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh dukungan dan

partisipasi dari masyarakat, sehingga dengan suka rela melaksanakan suatu
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sunggono (1994), selanjutnya
dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota masyarakat dalam
pelaksanaan suatu kebijakan adalah :

Pertama, Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat
melaksanakan suatu kebijakan publik; (1) respek anggota masyarakat
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terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah; (2)
adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; (3) adanya keyakinan
suatu kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh
pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur
yang benar; (4) adanya kepentingan pribadi; (5) adanya kekuatan
hukuman-hukuman tertentu bila tidak dilaksanakan kewajiban; (6)
masalah waktu. Kedua, Faktor-faktor masyarakat tidak melaksanakan
kebijakan : (1) kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai
masyarakat; (2) adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap
hukum; (3) keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau
kelompok; (4) keinginan untuk mencari untung yang cepat; 5)
adanya ketidak pastian hukum.

Dari berbagai faktor itu, jelas sekali bahwa banyak faktor yang
mempengaruhi dalam implementasi kebijaksanaan publik.(Hal ini berkait
pula dengan efektifnya suatu kebijakan, sebagaimana ‘dikemukakan oleh
Islamy (2000) bahwa :

Suatu kebijaksanaan negara “dkan~ menjadi efektif Dbila
dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota
masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang
menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang
diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau
mereka tidak bertindak/berbuat sesuai dengan  keinginan
pemerintah/negard itu, ‘maka kebijaksanaan negara menjadi tidak
efektif.

Memasuki, efa-globalisasi, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh
suatu organisasi/Antar lain, harus siap dan mampu untuk menghadapi
persdingan ~yang semakin ketat. Organisasi  dituntut untuk dapat
menyeiesaikan suatu tugas atau pekerjaan lebih cepat dan tepat serta dengan
biaya seminimal mungkin. Oleh karena itu, bagi organisasi yang mempunyai
prosedur kerja dan tata kerja yang baku, berbelit-belit, serta jalur hierarki
dan rentang kendali yang terlalu panjang, tidak akan mampu bersaing dan
tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Hal itu

menunjukkan bahwa organisasi yang demikian masih bersifat birokratis,
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sehingga membuat pekerjaan menjadi lamban, tidak efisien dan memakan
waktu serta biaya tinggi.

Dalam perubahan kelembagagl_), Bromley banyak menggunakan
istilah “iﬁstitusi”. Sementara itu dikatakan pula bahwa lingkungan
institusional adalah suatu himpunan dari aturan bersama atau setempat yang
fundamental mengenai politik, sosial, hukum yang mengatur aktivitas
ekonomi dan politik. Istilah institusi ini oleh Bromley (1989) bahwa :

Institusi digunakan untuk menyatakan organisasi (bank sebagai
institusi finansial), aturan-aturan hukum yang menégaskan relasi
ekonomi antara orang-orang (milik pribadi) untuk seseorang atau
satu posisi jabatan.

Dikatakan pula bahwa suatu penetapan institdsional adalah suatu ketetapan
institusional antara unit-unit ekonomi yang mengatur bagaimana unit-unit itu
dapat bekerjasama dan bersaing.

Atas dasar pendapat, Bromley tersebut maka dalam lembaga atau
institusi selalu terdapat’ perubahan-perubahan, walaupun perubahan itu
bersifat konvénsional, namun dalam transaksi kelembagaan tersebut terdapat
perubahanmengandung makna positif, yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan

efisiensi dan produktivitas.

2. Perubahan kelembagaan berkaitan dengan perubahan distribusi

pendapatan.

3. Perubahan kelembagaan dimaksudkan untuk melakukan realokasi

peluang ekonomi.
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4. Perubahan kelembagaan dimaksudkan untuk melaksanakan

distribusi ekonomi.

Perubahan institusiqnal merupakan suatu hal yang dianggap sebagai
inovasi dan kebutuhan, baik sebagai kegiatan yang berlaku dipasar maupun
non pasar. Perubahan institusional juga merupakan tindakan bersama yang
mencerminkan kebutuhan kolektif, disamping dimensi penawaran yang
melibatkan pergulatan dari berbagai kelompok yang mempunyai vested
interest.

Pemikiran itu menjelaskan bahwa perubahan\institusional hampir
selalu merupakan kebutuhan dari kelompok dtau képentingan kolektif yang
mempunyai vested interest. Suatu perubaban institusional akan melalui
proses yang panjang dan memeriukan biaya yang cukup besar, disamping
timbulnya berbagai dimensi| penawaran. Dibentuknya organisasi unit
pelayanan terpadu dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada/masyarakatnya. Organisasi yang dibentuk diharapkan
merupakan_lembaga yang prospektif dalam melakukan pembaharuan
pemérintah (reinventing government), untuk memenuhi tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.

Sebagai produk baru dari kebijaksanaan pemerintah, tentunya Kantor
Pelayanan Terpadu didaerah perlu dimasyarakatkan dan disosialisasikan
kepada masyarakat. Hal ini dirasakan perlu agar masyarakat lebih mudah
memahami dan mengerti mengenai kebijaksanaan baru pemerintah tersebut.

Sehingga pada saat diimplementasikan masyarakat tidak akan ragu dan
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bimbang dalam mengurus izinnya. Sejalan dengan pendapat itu Easton
dalam Islamy (2000) mengemukakan bahwa :

Hanya pemerintahlah yang secara syah dapat berbuat sesuatu
kepada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang diwujudkan dalam pengalokasian
nilai-nilai kepada masyarakat. Hal ini karena pemerintah memiliki
authorities in a political system.

Selanjutnya, Jenkins dalam Wahab (2001) merumuskan kebijakan publik
merupakan :

“a set of interelated decisions taken by a political’actor or group
of actors concerning the selection of goals\und the means of
achieving them within a spesified situation where these decisions
should, in principle, be within the power of-these actors 1o achieve”.
(serangkaian keputusan yang saling berkait yang diambil oleh
seorang aktor politik atau kelompok ‘aktor politik berkenaan dengan
tujuan yang telah dipilih beserta cafa-cara untuk mencapainya dalam
suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada Secara

konseptual, kebijakan publik, merupakan sekumpulan
rencana kegiatan prinsipnya” masih berada dalam batas-batas
kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Adapun pendapat lain, menurut Lasswell dan Kaplan dalam Islamy,
(2000), Kebijakanpublik merupakan “a projected program of goals, velues
and practices” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-
prakfek—yang terarah). Sebagai suatu program dengan tujuan tertentu,
kebijakan publik juga merupakan suatu tindakan pemerintah yang memuat
prinsip untuk menyikapi suatu krisis, sebagaimana dikemukakan oleh Parker
dalam Sulaeman (1998) bahwa :

Kebijakan publik berkait dengan suatu tujuan tertentu atau
serangkaian prinsip-prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan beberapa
subyek atau sebagai tanggapan terhadap beberapa krisis.
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Dengan demikian, kebijakan publik merupakan wujud dari komitmen
pemerintah yang diterjemahkan ke dalam program dan mempunyai tujuan,
prinsip serta tindakan pemerintah dalam menyikapi berbagai masalah publik.

Selain konsep kebijakan yang dikemukakan itu, Nakamura dan
Smallwood dalam Sulaeman, (1998), melihat kebijakan publik dari tiga
lingkungan yaitu lingkungan Perumusan Kebijakan (Policy Formulation),
Pelaksanaan Kebijakan (Policy Implementation) dan Penilaian Kebijakan
(Policy Evaluation)

Dari keseluruhan aspek proses kebijakan publik, tanpa mengecilkan
arti atau fungsi dari aspek yang lain, implementasi kebijakan merupakan
aspek yang penting Udoji dalam Wahab( (2001) dengan tegas mengatakan
bahwa :

“The execution/f policies is as important if non more important
than policy-making. \Policies will remain dreams or blue prints file
jackets unles§ they are implemented”. Pelaksanaan kebijaksanaan
adalah sestiatu.yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting
daripada ‘pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan
akan, SeKedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi
dalam arsif kalau tidak diimplementasikan.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan, berkait dengan pertanyaan
siapa yang menjalankan dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang
didapat. Selanjutnya dalam fase implementasi kebijakan mengandung
karakteristik bahwa kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh

unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya fina\nsial dan

manusia. Salah satu ukuran tercapainya tujuan suatu kebijakan adalah pada
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teknis operasionalnya, bagaimana implementasinya di  lapangan
sebagaimana yang dikemukakan Wahab (200) bahwa :

Implementasi  kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan
politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran
birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik,
keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Berkaitan dengan itu Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001),
mengatakan bahwa implementasi kebijakan pemerintahan mengandung
makna tertentu, yaitu :

Memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijaksanaan, yakni Kejadian<kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah/ disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan negara, yang (neficakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun, untuk menimbulkan akibat/dampak
nyata pada masyarakat ata kejadian-kejadian.

Dalam melaksanakan \funigsinya pemerintah daerah memerlukan
perangkat daerah ber(pa, organisasi yang akan bekerja sesuai dengan ruang
lingkup tugas, fungsi dan spesifikasinya masing-masing. Prinsip kejelasan
fungsi menjadi sangat penting, untuk menjamin bahwa dalam birokrasi tidak
terjadi_ tuinpang tindih dan duplikasi. Artinya satu urusan diselenggarakan
oleirlébih dari satu instansi atau tidak ada suatu fungsi tertentu terabaikan
karena tidak jelas induknya.

Pelayanan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia,

dalam kaitan ini pembentukan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan

keteraturan, keadilan, kesejahteraan dan kedamaian kepada masyarakat,
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yang mana dalam menciptakan suasana tersebut pemerintah
melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah merupakan alat rakyat untuk mencapai tujuan mereka
sendiri, hal ini sudah jelas bahwa melalui pelayanan pemerintahan, warga
masyarakat mengharapkan tercapainya tujuan mereka yaita keadilan,
kesejahteraan, dan keteraturan dalam kehidupan berkelompok. Hal itu
merupakan kebutuhan universal manusia yang harus diperjuangkan dan
diciptakan oleh pemerintah.

Menurut Saefullah (1999) Pelayanan umum-(public service) adalah :

Pelayanan yang diberikan kepdda ‘miasyarakat umum yang
menjadi warga negara atau yang sécafa sah menjadi penduduk yang
bersangkutan. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai
fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sedangkan
masyarakat sebagai pihdk . yang memberikan mandat  kepada
pemerintah mempunyai hak “untuk memperoleh pelayanan dari
pemerintah.

Berkaitan dengan masalah‘pelayanan publik Ndraha (2000) menjelaskan :

Kata publik” berasal dari public, berarti masyarakat secara
kesehifulian. Public dalam publik policy yang menjadi dasar bagi
pelayanan” publik, adalah hal yang menyangkut kepentingan
masyarakat umum. Berbeda dengan jasa pasar yang dapat dijual
belikan menurut mekanisme pasar (misalnya jasa bank, jasa wisata,
jasa dokter), jasa public (produk yang menyangkut kebutuhan hidup
orang banyak, seperti air minum, jalan raya, listrik, telkom; proses
produksinya disebut layanan publik) diproduksi dan dijual belikan
dibawah kontrol pemerintah.

Memberikan pelayanan public service merupakan pelayanan
utama yang diberikan pemerintah kepada public service untuk
meningkatkan hasil yang diinginkan.Ndraha (2000).

Konsep pelayanan publik diturunkan dari makna publik service yang

berarti : “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat
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akan barang dan jasa” (Pamudji,1994), atau pelayanan  umum
(Soetopo,1999) yang diartikan sebagai :

Segala bentuk Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan BUMN/D
dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat umum maupun dalam rangka pelaksanan
perundang-undangan.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, dan memenuhi
keinginan masyarakatnya, karena citra pemerintah  sesungguhnya
dipertaruhkan pada transaksi layanan sipil level mikro, ‘dimana layanan
secara langsung oleh aparat terhadap masyarakat bersifat personal. Agar
tuntutan masyarakat dapat dipenuhi, makd mekanisme pelayanan yang
diselenggarakan pemerintah organisasiriya arus mampu mengakomodir
tuntutan-tuntutan yang akan datang. Dengan demikian penyediaan jasa dan
layanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh
menolak untuk melayanitdan menyelesaikan suatu urusan atau tuntutan
setiap warga masyarakat sedini mungkin.

Layanan "publik yang berkualitas, selain dapat memberi kepuasan
bagi “iiasyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu
sendiri. Mengingat semakin pentingnya kualitas pelayanan, organisasi publik
dituntut dapat menterjemahkan kebutuhan dan tuntutan publik, sehingga
produk layanan kepada masyarakat bisa dirasakan oleh setiap orang pada
saat dibutuhkan dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Terdapat perbedaan antara pelayanan dengan layanan, sebagaimana

dijelaskan oleh Ndraha (1998) bahwa “pelayanan (proses) meliputi input,
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proses, output dan outcome sedangkan layanan (output) hanya mencakup
output dan outcome saja”. hakikat pelayanan adalah serangkaian kegiatan,
karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung
secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat.

Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan
adalah pelayanan masyarakat (public service). Pelayanan tersebut diberikan
untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layandn civil maupun
layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut
pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi
maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Dapat
disimpulkan bahwa konsumer ménginginkan kualitas pelayanan yang lebih
baik dan memuaskan, yang ditentukan oleh baiknya kinerja yang ada dalam
organisasi yang menyediakan layanan jasa publik.

Pelayanan\Kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi atau
hubungan.antarg penyedia layanan dan penerima layanan. Dengan kata lain
dalafit “idbungan pemerintahan terkandung makna adanya organisasi yang
mernerintah dan masyarakat yang diperintah.

Selanjutnya Thoha (1995) menjelaskan bahwa “ kualitas layanan
sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh orang dan
sistem yang dipakai dalam organisasi”. Artinya aktivitas organisasi adalah
aktivitas orang-orang, sedangkan orang atau manusia adalah unsur utama

dalam setiap organisasi. Sebagaimana dikemukakan Winardi (1989) bahwa :
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Organisasi-organisasi di bentuk oleh manusia untuk mencapai
tujuan atau sasaran-sasaran tertentu, dan oleh karena komponen
pokok organisasi adalah manusia maka scbenamnya perilaku
organisasi tidak lain dari perilaku manusia di dalam organisasi yang
bersangkutan.

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) adalah salah satu dari sekian banyak
organisasi pendukung yang merupakan bagian dari organisasi besar
pemerintah daerah, yang bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat
meliputi semua perizinan, rekomendasi, keterangan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah, pada satu kantor atau Satu Pintu. Takliap paling awal agar
organisasi berhasil adalah menetapkan tujuan (Bennis & Mische,1999).

Agar pelanggan merasa puas, maka/yangperlu diperhatikan adalah
kualitas pelayanan. Karena seperti yang dikeniukakan oleh Sugiarto (1999)
bahwa :

Suatu mutwkuadlitas’ disebut sangat baik jika penyedia jasa
memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan, dan mutu
atau kualitas disebut baik jika penyedia jasa memberikan pelayanan
yang setara’dengan yang diharapkan oleh pelanggan.
Untuk'\sfiengetahui ukuran yang dipertimbangkan publik dalam

menilai Kualitas pelayanan, Rene T. Domingo (dalam Triguno, 1999)
mengemukakan bahwa “ dimensi kualitas pelayanan dapat diukur melalui
waktu, ketepatan, kehormatan, kepekaan, kelengkapan, kesiapan,
kenyamanan dan lingkungan .

Sedangkan Gaspersz (dalam Lukman 1998) mengemukakan :

Dimensi kualitas  pelayanan meliputi 1) ketepatan waktu
pelayanan, 2) akurasi pelayanan, 3) kesopanan, keramahan dalam

memberikan pelayanan, 4) tanggung jawab, 5) Murah, 6)
kelengkapan, 7) kemudahan mendapatkan pelayanan, 8) variasi
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model pelayanan, 9) pelayanan pribadi, 10) kenyamanan dalam

memperoleh pelayanan 11) atribut pendukung pelayanan lainnya.

Menurut pakar Administrasi Publik ( Denhard 2001 ) :

Parameter dimensi pelayann public dengan mengutamakan
system administrasi dan birokrasi yang mudah dengan didukung
sumberdaya manusia yang berkualitas untuk peningkatan pelayanan
kepada public. '

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dimata
masyarakat sebagai konsumen dapat dilihat dari ketepatan produksi (jasa
yang dihasilkan, keramahtamahan, perhatian dan ketanggapan yang
diberikan serta fasilitas/performance). Sedangkan pelayanan dikatakan
berkualitas menurut Lembaga Administrasi Negara. RI(1989) apabila
memenuhi unsur :

a. Cepat, pemenuhan kebutuhan.dilakukan dengan cepat.

b. Tepat, apa yang diberikan’ atdu dilakukan benar mengenai apa

yang dibutuhkan.

¢. Murah, masyarakat niemperoleh apa yang diinginkannya dengan

biaya murah.

d. Ramah, pelayanan’ atau hubungan antara pejabat dengan

masyarakat dilakukan dengan sopan dan bersahabat.

Dari uraian diatds kiranya dapat ditarik suatu asumsi bahwa
pelayanan yang  berkualitas dari Kantor UPT telah menjadi tuntutan
kebutuhan, masyarakat sebagai pelanggan. Dan upaya dalam meningkatkan
kualita$ pelayanan yang semakin baik menjadi tugas Kantor UPT yang harus
terus diupayakan dengan kemampuan dan keterbatasan sumberdaya yang
dimiliki, guna merespon berbagai perubahan, tuntutan yang terus tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memperjelas keseluruhan
kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas dapat digambarkan

sebagai berikut :
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Gambar : 3
Kerangka pemikiran penelitian tentang kebijakan
pembentukan
SK Bupati no.38 tanggal 18 Agustus 2007
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten

Aceh Singkil.
Dukungan Birokrasi Kualitas Layanan
— Perizinan |
Kebijakan Pembentukan N - | 1. Cepat
Kantor Pelayanan | [Implementasi " 2. Murah
Perizinan Terpadu Satu Kebijakan 3. Adi l..
Pintu T 4, Pasti.
y ] 5. Mudah.
Dukungan
Masyarakaoi
C.Hipotesis Kerja.

Berdasarkan uraian‘yang dikemukakan terdahulu, maka dapat ditarik
hipotesis kerja sebagai berikut :
Kualitas peléaydnan publik dibidang perizinan bergantung pada implementasi
kebijakan,_ pelayanan yang didukung oleh birokrasi dan partisipasi

masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




14/49889.pdf

BAB IH
METODOLOGI PENELITIAN.
A.1. Desain Penclitian.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yang menurut Garna
(1999) bahwa : “Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang
berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak
memerlukan kuantifikasi, atau gejala-gejala tersebut tak memungkinkan
diukur secara tepat.”

Metode kualitatif dalam penelitian ini;, seperti yang juga
dikemukakan oleh Ndraha (1997) yaitu : “Berdsaha-mengungkapkan sasaran
atau obyek pengamatan sebagaimana/adanya, tanpa dipengaruhi, tanpa
diarahkan atau direkayasa.” Lebih/Tanjut dikatakan Bogdan dan Tylor dalam
Moleong (1993) mendefinisikan/metode kualitatif yaitu : “sebagai prosedur
penelitian yang menglasilkan”data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orarg dan perilaku yang diamati”.

Metode kualitatif pada umumnya menggunakan pendekatan induktif
yaitu, data-dikumpul, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori
sebagai penemuan kualitatif. Disamping itu juga penelitian kualitatif juga
mengenal adanya hipotesis kerja. Hanya bedanya hipotesis ini dirumuskan
sementara data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hal ini berbeda
dengan penelitian kuantitatif yang melakukan perumusan hipotesis sebelum

data dikelompokan dan biasanya ditetapkan.
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Sesuai dengan masalah penelitian yang dikemukakan yaitu
implementasi kebijakan pembentukan unit pelayanan terpadu dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Aceh Singkil,
sehingga mempunyai dampak terhadap efektivitas pelayanan itu sendiri,
sebab implementasi kebijakan pembentukan pelayanan terpadu secara
hierarki dapat mempercepat pengambilan keputusan, serta menghindari
penyimpangan dari aparat pemerintah dalam melakukan pelayanannya,
dengan demikian melalui kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu, hal-
hal berupa keluhan, kritik, tuntutan dan laporan secdra lisan’ maupun tertulis
dapat terpenuhi. Hal inilah yang menjadi aldsan peneliti memilih metode
penelitian kualitatif.

Secara mendalam dapat diketahui penjelasan yang bermakna tentang
analisis kebijakan pembentukan\Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (KP2TSP) dalam _rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
di Kabupaten Aceh'SingKil, Dimana penelitian ini lebih menekankan kepada
penggunaan-alat dan teknik, hal ini sejalan dengan peneliti sendiri sebagai
instrumen penelitian dengan melakukan observasi atau pengamatan secara
langsting berperan sertanya dengan sasaran dan objek penelitian.

Dengan penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengamatan
perilaku informan apa adanya terhadap lingkungannya sendiri, langsung
dilapangan, serta peneliti mendengar secara langsung informan berbicara
sebenarnya tentang dirinya (mereka) sesuai dengan prespektif masing-

masing.
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A.2 Data yang dibutuhkan.
Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Gambaran umum wilayah Kabupaten Aceh Singkil yaitu :
(1). Kondisi wilayah. (2). Penduduk.
2. Gambaran umum tentang unit pelayanan terpadu
3. Petunjuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu terpadu Kabupaten
Aceh Singkil.
4. Landasan hukum yang mendasari pembentukan unit pelayanan teradu.
Data primer dalam penelitian ini” adalah tanggapan ftentang
pelaksanaan pelayanan perizinan, yang dikumpulkan melalui para
pengusaha, pedagang, tokoh masyarakat, pihak pemerintah serta informan
lainnya, yaitu hal yang berk€naaf dengan :
1. Kecepatan pelayandn yang diberikan oleh aparat KP2TSP.
2. Murah dalam nfemberikan pelayanan perizinan yang dilakukan pada
KP2TSP.
3. Adil'dalam memberikan pelayanan oleh aparat KP2TSP.
4. Pasti pada izin yang diberikan kepada masyarakat.
5. Mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh aparat
KP2TSP
A.3. Sumber Data.

A.3.1.Informan.
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Informan orang yang diwawancarai (inferview) bebas nonstruktur,
yang merupakan sumber data utama. Kegiatan ini dilakukan melalui melihat,
mendengar dan bertanya secara langsung kepada informan kunci maupun
guliran yaitu masyarakat yang sedang ataupun belum menerima layanan
pemerintah, tokoh masyarakat, aparat pemerintah pada instansi terkait.
Selain itu mengamati (observasi) sikap dan tingkah laku serta tindakan
informan secara langsung dilapangan pada saat menerima layanan, serta
sikap dan tingkah laku aparat pemerintah dalam memberikan pclayanan.

Informan Pangkal, adalah orang yang bisa memberi tahu kalau
masalah ini

Dari hasil obserpasi dilapangan’ dari sumber orang yang
membutuhkan pelayanan kepada pémerintah dari sumber tersebut dijelaskan
bahwa: didapat sikap dan tinkah Jaku serta tindakan pengawai KP2TSP
secara langsung dilaprigan ‘pada saat menerima layanan serta sikap dan
tingkah laku aparatur'dajam memberikan pelayan public kepada masyakat.
A.3.2. Dokumen, data statistik dan foto-foto dokumen.

Dokumen resmi yang terdapat pada instansi pemerintah, baik berupa
peratiifan perundang-undangan maupun berupa data statistik serta foto yang
berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

A.4. Latar dan Lapang Penelitian.

Setting menurut Miles dan Huberman dalam Creswell (1994) yaitu

The Setting (where the research will take place). Jadi latar (seiting)

penelitian ini adalah situasi atau tempat dimana berlangsungnya pengamatan
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(observasi) atau wawancara dengan nara sumber. Dalam hal ini dilakukan
pada kantor pelayanan perizinann terpadu satu pintu Kabupaten Aceh
Singkil.

Field (lapang) penelitian menurut Emerson dalam Newman (1997)
bahwa : field research is the study of people acting in the natural courses of
daily lives. Jadi lapang penelitian ini adalah Pelaksanaan kebijakan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Aceh Singkil.

A.5. Instrumen Penelitian.

Garna (1999) menyebutkan bahwa ;& fInstrument penelitian ialah
manusia itu sendiri, artinya peneliti/térfebil’ dahulu perlu sepenuhnya
memahami dan bersifat adaptif tethadap situasi sosial yang dihadapi dalam
penelitian itu.”

Peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan
data yang valid dancrealible. Hal ini mungkin dapat dipenuhi karena peneliti
langsung _<kelapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan
informian: Sedangkan peneliti sebagai intrumen penelitian sebelum
melaKukan pengamatan di lapangan sudah mempersiapkan dan membekali
dirinya dengan kemapuan melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang
setting dan field.

A.6. Tahap dan Prosedur Penelitian.
Tahap penelitian terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pralapangan,

pekerjaan lapangan, dan analisis data Moleong (1999). Dari tahap penelitian
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tersebut dapat ditentukan dengan prosedur penelitian sebagai berikut :

tahapan penelitian kualitatif adalah :

A.6.1.Tahap Pralapangan.

1). Menyusun rancangan penelitian.
Rancangan penelitian yang disusun telah menghasilkan suatu
“Usulan Penelitian” yang memuat latar belakang masalah dan
alasan  penelitian tentang Pelaksanaan kebijakan Kantor
Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu (KP2TSP), dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan,perizinan di Kabupaten
Aceh Singkil, yang dilengkapi” dengan kajian teori yang
berhubungan dengan masalah yang telah dipilih serta metodologi
yang digunakan dari waktu pelaksanaannya.
2). Memilih lapangan perelitian.

Pemilihan /Tapangan penelitian disesuaikan dengan jalan
mempertimbangkan teori substansif dan mencari kesesuaian
antara’teori dengan kenyataan dilapangan, dalam pemilihan
lapangan ini tidak menutup kemungkinan berkembang dari
hipotesis kerja yang telah ditentukan mengingat laboraturium
penelitian kualitatif adalah situasi sosial. Pemilihan lapangan
penelitian ini dengan tata dan sasaran yang ingin diperoleh yang
menyangkut pelayanan umum Satu Pintu.

3). Mengurus perizinan.
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Pengurusan izin penelitian dilakukan setelah persyaratan ujian
seminar proposal (usulan penelitan) terpenuhi. Mengingat
penelitian dilakukan atas izin belajar dari pemerintahan daerah
Kota Subulussalam, yang dilanjutkan kepada pihak-pihak yang
berwenang di Kabupaten Aceh Singkil : Seperti, Kabag
Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag ORTALA, Kakan KP2TSP,
serta masyarakat yang memberikan informasi tentang kebijakan
pembentukan KP2TSP dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan.
4). Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Penjajakan dan penilaian keadadn lapangan lapangan ini orientasi
awal terhadap kondisi lapangan untuk dapat memahami unsur
lingkungan sosidl, \fisik  dan keadaan alam seperti gambaran
umum tentang“geografi, sejarah, tokoh-tokoh, adat istiadat,
kebiasdafi-Kebiasaan dan lain-lain yang terdapat di dalam
kehiddpan masyarakat yang ada. Apabila hal diatas telah
diketahui maka penulis dapat mempersiapkan diri, mental
maupun fisik serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan
untuk dapat melanjutkan pada tahap penelitian berperan serta
guna memperoleh data yang diperlukan dan kondisi yang
sebenarnya dilapangan.

5). Memilih dan memanfaatkan informan.
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Untuk dapat memilih informan diperoleh dari : (1) Keterangan
orang berwenang, baik secara formal (pemerintahan) maupun
informal (tokoh  masyarakat) dan lain-lain; (2) Melalui
wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.
Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu
yang relatif singkat banyak informasi yang didapat, jadi dalam
hal ini informan sebagai internal sampling untuk dapat
memperoleh data yang berhubungan denganmasalah yang
diteliti.
6). Menyiapkan perlengkapan penelitian.
Sebelum penelitian dimulai( tériebih dahulu dipersiapkan
perlengkapan penelitian berupa surat perizinan dan peralatan fisik
berupa alat tulis/dancalat-alat lainnya yang turut berperan dalam
proses penélitian séperti tape recorder dan kamera foto. Selain itu
sudah dipersiapkan pula dana dan waktu penelitian secara cepat
dah Ceérmat untuk menunjang pelaksanaan penelitian guna
memperoleh hasil yang maksimal.
A.6.2) Tahap Pekerjaan Lapangan selanjutnya dilakukan analisis data.
Memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan
dan berperan serta sambil mengumpul data, dan selanjutnya menyiapkan
konsep dasar analisis data, menemukan tema, menganalisis temuan dan
merumuskan hipotesis. Dalam tahap ini termasuk juga pengolahan dan

pengujian data
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A.6.3. Tahap Penulisan Laporan.

Pencatatan laporan dilakaukan
A.7. Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan teknik : Wawancara bebas (non struktur), pengamatan
(observasi) partisipasi dan telaahan dokumen berdasarkan sumber tertulis
(dokumen), catatan lapangan, foto-foto, peta, dan data statistik.

A.7.1. Teknik pengumpulan data.

1. Wawancara.

Wawancara adalah untuk mereKam ‘data (informasi) dan opini
tentang objek penelitian yanginemadai secara langsung dari kata-
kata atau tindakan nafa sumber (informans).

2. Pengamatan.

Pengamatan..dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap
pepom¢nd dari obyek yang akan diteliti. Pengamatan juga
dilakukan dalam rangka merckam perilaku nara sumber, dari
awal hingga tercapainya suatu titik kesimpulan dari obyek
penelitian. Data diperoleh melalui kamera dan alat tulis.

3. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur kepustakaan
terutama Peraturan Pemerintah Kabupaten, pelayanan masyarakat
kota, manajemen perkotaan, dan lain-lain. Dengan studi

kepustakaan diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap
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konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian dan
informasi lainnya.

Pemerintah melalui instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun
2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan
meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 24 tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Menurut Pasal 29 Permendagrri tersebut|meniegaskan bahwa
pemerintah daerah yang belum memiliki Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, wajib membentuk perafigkat/daerah penyelenggaraan
pelyanan satu pintu paling Jlambat 1 (satu) tahun sejak
Permengadri tersebut’ditetapkan.

A.7.2. Pencatatan Data.

Pencatatan dafa.yaitu pencatatan data terhadap catatan yang berupa
kata-kata inti, pokOK=pokok isi pembicaraan dan pengamatan dari lapangan.
Pencatatan data’dilakukan dengan ketepatan dan struktur. Ketepatan berarti
kemafiiphan peneliti untuk akhirnya menghasilkan data setempat. Sedangkan
struktur pencatatan data pada mulanya bersifat umum kemudian diarahkan
kepada hal-hal yang khusus.

A.8. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data dengan dianalisis dan dideskripsikan secara

kualitatif, hal ini sejalan dengan pendapat Bog dan Tailor (1993)

menyatakan bahwa “ metode kualitatif sebagai prosedur penelitian
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang
diucapkan dari para informan yang diamati “.

Pengolahan data merupakan proses analisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,
pengamatan yang sudah ditentukan dalam catatan lapangan, dokumen,
gambar, dan lain-lain, kemudian diadakan reduksi data yang dilakukan
dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun
dalam satuan-satuan, satuan itu dikategorikan pada|langkah berikutnya.
Kategori-kategori dilakukan sambil membuat_kodingiya yang akhirnya
dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan! data hingga tahap penafsiran
data.

A.9. Teknik Pengujian Keabsahan Data.

Menurut Moleong/{(1999) pengujian keabsahan data didasarkan atas :
“kriteria derajat kep€rcayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan dan
kepastian.” Dengan demikian data yang diperoleh harus dapat dipercaya,
dapat diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama, konsep
ditinjaurdari berbagai segi dan kepastian dari segi objektivitas-subjektivitas.

Lebih lanjut dikatakan pengujian keabsahan data ditempuh dengan :
perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi (pengecekan
dan pengecekan ulang data dengan data dari sumber lainnya) dan kecukupan
referensial. Khususnya untuk penelitian ini penulis lebih menekankan pada

teknik triangulasi dan diskusi dengan rekan sejawat.
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Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang
memanfaatkan  penggunaan sumber (pengamatan,wawancara, studi
kepustakaan, dan arsip). Paton dalam Moleong, (1998) mengatakan bahwa
triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik
derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :
1). Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dan data hasil
wawancara dengan informan.

2). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan’ umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.

3). Membandingkan apa yang dikatakan~ orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (setiap hari).

4) Membandingkan keadaan”dan prespektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat/masyarakat biasa, orang
yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang
pemerintahdn.

5). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.

A.10. Teknik Penafsiran Data.

Sebagaimana penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong
(1999:198), data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menerapkan

prosedur sebagai berikut : “(1) analisis deskriptif dengan mengembangkan
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kategori-kategori yang relevan dengan tujuan ; (2) penafsiran terhadap hasil
analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.”

Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini data
yang sudah dikumpulkan diolah dan diinterpretasikan secara kualitatif
dengan maksud menjawab masalah penelitian. Data tersebut ditafsirkan
menjadi Kkategori-kategori yang berarti menjadi bagian dari teori atau
mendukung teori yang diformulasikan secara deskriptif.

A.11. Lokasi dan jadual penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KabupaterizAceh Singkil yaitu pada

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh

Singkil, Kegiatan penelitian ini dilak€anakan berdasarkan estimasi atau

perkiraan jadwal penelitian yang _penulis tetapkan dengan tahapan-tahapan

kegiatan sbb :

1. Tahap persiapan/dimulai dari bulan Februari 2012 sampai bulan April
2012 dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan sampai bulan Mei
2012

2. Tahap penyusunan usulan penelitian dimulai dari bulan Juni 2012
Sampai dengan bulan Agustus 2012

3. Tahap penelitian lanjutan di lapangan dimulai dari bulan September
2012 sampai akhir bulan Oktober 2012.

4. Tahap penyusunan hasil penelitian yang dimulai pada awal Nopember

2012 sampai dengan selesai.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.1.Kesimpulan

1.  Sebelum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP)
dibentuk/ditetapkan di Kabupaten Aceh Singkil, pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat masih terpencar atau dilakukan di dinas
atau instansi teknis masing-masing yang membutuhkan” waktu, biaya
besar, aturan main yang tidak jelas serta tidak transparan.

2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak mempunyai
otoritas dalam menyelesaikan surat’ izin yang diajukan pemohon
karena setiap permohonan/tetap <disalurkan kepada dinas/instansi
teknis. Tetapi KP2TSP mengatur mekanisme dan prosedur kerja, dan
melakukan koordinasi. dengan berbagai dinas/instansi teknis dalam
rangka membefikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan
efisien,

3. . Pelalsanaan pelayanan pada Kantor KP2TSP  belum maximal
disebabkan oleh dua faktor yaitu :

a.  Faktor kualitas sumber daya aparat, terkait dengan sikap dan
tingkah lakunya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, kurang responsifnya perilaku aparat dalam proses
pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pemahaman aparat

tentang pelayanan masih terbatas pada pemahaman yang
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normatif, cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan
berorientasi tugas dengan tuntutan target melalui laporan-laporan
formal kepada atasan, sehingga pertimbangan terhadap
kepentingan masyarakat menjadi terabaikan.

b. Faktor kelembagaan, terkait dengan mekanisme kerja dan
organisasi KP2TSP. Mekanisme kerja pada organisasi belum
maksimal karena kewenangan penandatanganan  suatu
permohonan bukan kewenangan kepalay KP2TSP tetapi
kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala dinas atau
instansi.

4. Sebagian kepala dinas/instansi tekni$ tampaknya tidak sepenuh hati
menyerahkan urusan perizinan. ini ke Kantor KP2TSP, mereka merasa
diambil alih tugasnya dalam melayani perizinan kepada masyarakat.

5. Tugas KP2TSP debihbanyak kepada tugas yang sifatnya koordinasi.
Dalam strukwuf ‘Organisasi KP2TSP, jabatan-jabatan yang ada tidak
menunjukkin suatu eselon tertentu sebagaimana yang berlaku di unit
Kerja'lain, sehingga pelaksanaan tugas koordinasi sulit dilakukan.

6. “-Sikap birokrat dalam hal ini pegawai KP2TSP turut mempengaruhi
fungsi pelayanan, kondisi paternalistik yang memposisikan birokrat
sebagai patron dari rakyat yang senantiasa minta dilayani (seharusnya
melayani) masih nampak, belum demokrastis dalam arti memberi
pelayanan yang sama terhadap semua lapisan dan memposisikan diri

sejajar dengan masyarakat yang dilayani.
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7.  Birokrasi bukanlah struktur yang sama sekali kebal terhadap
perubahan lingkungannya. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi
makin membuka lebar katub informasi. Hal-hal yang tadinya hanya
diketahui segelintir orang, kini dapat diketahui dan dipahami oleh
anggota masyarakat yang menjadi pelanggan dari birokrasi
pemerintah. Begitu juga KP2TSP penekanan dalam memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat terus diutamakan,
sehingga bisa terbuka terhadap gagasan-gagasan inovatif, peka
terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan masyarakat serta gagasan
peningkatan pelayanan, sebagaimana yang, diharapkan masyarakat
dapat terwujud sebagaimana yang dilakukan perusahaan bisnis yang
memang mendahulukan kualitas pelayanan dalam kegiatan usahanya.

A.2. Saran

1. Kantor Pelayanad Perizinan Tepadu Satu Pintu secepatnya dibentuk
Sebagai orgariisasi publik pada dasarnya berfungsi memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tugas birokrasi
pemerintah tidak hanya mengatur Perizinan satu pintu agar
friemberikan pelayanan kepada public yang dengan waktu cepat, biaya
murah. Oleh karena itu pembaharuan dalam Birokrasi penataan aturan
yang jelas, sehingga birokrasi yang terbuka terhadap gagasan-gagasan
inovatif, peka terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan masyarakat
serta gagasan peningkatan pelayanan, sebagaimana yang diharapkan

masyarakat dapat terwujud.
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2. Mekanisme kerja KP2TSP perlu ditinjau kembali dengan memberikan
kewenangan kepada kepala KP2TSP untuk menandatangani semua
permohonan pengurus izin setelah mendapatkan paraf dari staf teknis
yang ditempatkan di Kantor KP2TSP. Untuk mendukung kewenangan
tersebut maka KP2TSP dibentuk menjadi sebuah kantor yang
mempunyai eselon tertentu, sehingga otoritas dalam menyelesaikan
perizinan kepala dinas/instansi teknis lainnya bisa berkoordinasi dalam
rangka memberikan pelayanan perizinan secara efektif dan‘efesien

3. Pelaksanaan KP2TS seharusnya sudah bekerja ~secara efektif
disebabkan oleh dua factor :

a. Kualitas Sumberdaya aparat,terkait dan moral mampu
melaksanakan tugas pelayanan-dengan baik dengan memberikan
pengetahuan serta pelatihan dalam pelayanan perizinan ,tata cara
pelaporan yang baik:

b.Kelefnbagaan KP2TSP mekanisme kerja organisasi harus
maksiital dengan memberikan kewenangan penuh KP2TSP
terhadap kerja yang diberikan melalui keputusan Bupati/Walikota
terhadap dinas atau instansi terkait masalah pelayanan perizinan.

4. Kepala Dinas/ instansi teknis scharusnya memberikan kepercayaan
penuh kepada KP2TSP dalam rangka pengelolaan perizinan dengan
adalah memberikan pelayanan umum bisa belajar pada pendekatan
pelayanan yang dilakukan perusahaan bisnis yang memang

mendahulukan kualitas pelayanan dalam kegiatan usahanya.
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5. Perlu disusun pola karier yang baku dan jelas yang memungkinkan
seorang pegawai dapat mengetahui secara pasti kapan dapat memulai
dan kapan harus mengakhiri kariernya, serta tingkatan jabatan/eselon
apa saja yang mungkin diraih apabila seorang pegawai telah bekerja
secara baik dan berprestasi secara nyata, atau telah mengikuti diklat-
diklat tertentu. Hal ini diperlukan karena memberikan rasa keadilan
bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh,
pegawai yang hanya menjadikan posisi pegawai sebagai status atau
sampingan dalam arti sumber kekuatan ekonorhinya digantungkan
pada sektor lain yang terkadang menyita"wakty dan tenaga pegawai itu
sehingga mengabaikan tugas-tugasnya sebagai pegawai yang harus
memberi pelayanan kepada miasyarakat.

6. Harus ditiadakan atau diKurangi seminimal mungkin, penempatan
pegawai atas (dasar, pertimbangan politis, suku, agama atau
pertimbangan/ tértentu  yang menguntungkan organisasi (biasanya
dalam_jangKa pendek), karena hal ini tidak mendidik pegawai untuk
berkompetisi secara sehat, dalam jangka panjang amat potensial
frienjadi konflik antar kelompok pegawai. Dampak tidak lailgsungnya
adalah fungsi pelayanan masyarakat tidak optimal karena
terkontaminasi kepentingan aparat pemerintah itu sendiri.

7.  Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas struktur birokrasi
harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan

dinamika akan tuntutan pelayanan yang berkualitas .
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Lampiran 1.

Gambear ; 1 Kantor KP2TSP Kabupaten Aceh Singkil

" Gambar 1 : Penulis ouMsi dengan Pegawai KP2TSP .ceh
Singkil
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lampiran 2

Gambar: 2. Penulis melakukan wawancara dengan petugas KP2TSP

Gambar 4 : Penulis sedang wawancara dengan Keapala KP2TSP

Kab.Aceh Singkil serta salah secorang pengusaha yang
mengurus masalah Galian C
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Gambar 4 : Petugas KP2TSP Kab. Aceh Singkil.

Gambar -5 Penulis sedang meninjau lapangan dengan Pelaksana dan
Kadis untuk mendirikan izin bangunan (IMB)
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Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP TERPADU
Jalan Merdeka No 129 Pulo Sarok - Singkil

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/ 130.b /2011

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : ADNIN,A.md, SH

Nip : 196208071988031004

Jabatan : Kepala Kantor KP2TSP Kab Aceh Singkil
Menerangkan nama tersebut dibawah ini :

Nama : Usman Ali Cibro, ST,

Nip : 19701105 200112 1 003

Jabatan : Staf Dinas Pekerjaan,Umum

Benar telah mengadakan penelitianl di’Kantor yang saya pimpim KP2TSP
Kabupaten Aceh Singkil dati bulan Februari 2011 sampai dengan Bulan
Oktober2012

Demikian Surat Ketefangarini dibuat dengan sebenarnya,dan dipergunakan
seperlunya terima‘kasih

Singkil, Februari 2011
Kepala Kantor KP2TSP
Kabupaten Aceh Singkil

ADNIN, A.md,SH
Pembina ( IV/a)
Nip. 196208071988031004
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